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ABSTRAK 
Nama  : St. Jabal rahmah 
NIM  : 40200114037 
Fak/Jur : Adab dan Humaniora/ Sejarah dan Kebudayaan Islam 
Judul Skripsi : “Unsur-Unsur Multikultural dalam Piagam Madinah” 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Unsur-Unsur Multikultural 
yang terdapat dalam Piagam Masalah yang diteliti dalam tulisan ini difokuskan 
pada beberapa hal yaitu: 1) Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Madinah? 
2) Bagaimana perwujudan multikultural dalam Piagam Madinah? 3) Bagaimana 
nilai-nilai multikutural dalam Piagam Madinah? 
 Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah dengan menggunakan data-
data berupa kata-kata dan kalimat-kalimat verbal dalam bentuk tulisan. Data 
diperoleh melalui sumber pustaka. Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan 
historis, antropologis, sosiologis, dan teologis. Adapun langkah-langkah penelitian 
yang dilakukan adalah heuristik, kritik sumber, interprtasi, dan historiografi. 
 Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Masyarakat Madinah merupakan 
masyarakat heterogen. Hal tersebut dapat ditijau dari kondisi penduduk, politik, 
ekonomi, dan agama masyarakat Madinah yang beragam. 2) Perwujudan 
multikultural Piagam Madinah dapat dilihat dari pembentukan Piagam Madinah itu 
sendiri, yang tidak hanya dibuat oleh Nabi tetapi juga melibatkan banyak pihak, hal 
tersebut telah mencerminkan sikap multikultural dalam membuat suatu keputusan. 
3)  Piagam Madinah memuat nilai-nilai multikultural di dalamnya, yaitu nilai 
keberagaman, toleransi, keadilan dan keselamatan yang mampu menyatukan 
seluruh masyarakat di Madinah. Nilai-nilai tersebut juga mudah diterima oleh 
masyarakat, hal ini dapat dilihat dari keharmonisan yang terjalin di masyarakat 
Madinah. 
 Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi acuan bahan penelitian bahkan 
menjadi referensi, melihat keberagaman di Indonesia dan sekaligus menjadi kajian 
solusi keberagaman yang dialami masyarakat. 
  
  
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Madinah merupakan kota suci umat Islam, sebab di kota inilah terdapat 
Masjid Nabawi yang merupakan kekuasaan Islam. Madinah juga memancarkan 
aroma tersendiri karena mempunyai  masyarakat yang terbuka dan penuh toleransi. 
Di masa lalu menurut Phillip K. Hitty dalam The History of The Arabs, 
Madinah merupakan kota terpenting ketiga di Hijaz setelah Mekkah dan Thaif. 
Kota ini berperan sangat signifikan pada masa Islam karena merupakan pusat 
kekuasaan pemerintahan Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad saw. 
Madinah terletak di barat laut Jazirah Arab atau di sebelah Utara Mekkah. 
Jarak antara Mekkah dan Madinah sekitar 510 km, dan bisa ditempuh sekitar lima 
jam perjalanan darat atau setengah jam melalui udara. Di antara keduanya, terdapat 
jalan yang menyambungkan Madinah ke Jeddah dan Mekkah. Begitu pula jalan ke 
Qashim, Hail, serta ibukota Arab Saudi, Riyad.1 
Kota Madinah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kota-kota Islam 
lainnya. Di dalam sejarah, Madinah mempunyai kurang lebih 95 nama. Hal tersebut 
tidak lain mengacu pada keistimewaan dan keagungan kota ini.2  
Nama Yastrib, sebagaimana dijelaskan, mengacu pada penduduk yang 
pertamakali menempati negeri ini, yaitu Nabi Nuh dan pengikutnya.3 Namun,  
setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke kota ini, beliau menginisiasi pergantian 
nama, yaitu Madinah.4 
                                                          
1Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madina, (Cet. I; Jakarta: PT. Gelora Aksara 
Pratama 2009), h. 93 
2Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah h. 94 
3Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah  h. 94 
4Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah h. 95 
  
 
 
Ada yang mengatakan, sebelum diubah menjadi Madinah, orang-orang 
Yahudi yang berasal dari keturunan Aramaik, yaitu orang-orang Yahudi keturunan 
Arab, telah mengubah kata Yastrib kedalam bahasa Aramaik, Madinta.5 
Madinah berarti kota atau tempat orang-orang yang berperadaban atau 
berkeadaban. Secara substansif, pergantian nama Yastrib menuju Madinah 
merupakan inisiatif yang sangat tepat karena sejak kedatangan Nabi Muhammad 
saw, tempat ini telah menjadi kota yang menghargai kemajemukan.6 
Keadaan Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad saw di sana sama 
halnya dengan keadaan di Mekkah. Pelanggaran hukum merupakan keadaan sehari-
hari. Suku-suku yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Tidak ada 
pemerintahan yang memaksakan hukum dan ketertiban. Nabi, setelah datang di 
sana, menghapuskan semua perbedaan suku dan mengelompokkan penduduk 
dengan satu nama umum, yaitu Anshar.7 Dia mulai melaksanakan hukum dan 
ketertiban, membuat perdamaian, dan dengan begitu  mengukuhkan itikad baik 
orang-orang Madinah. 
Sebelum kedatangan Nabi, Madinah terutama didiami oleh dua suku, yaitu 
Aus dan Khazraj.8 Selama lebih dari satu abad mereka dalam keadaan siap tempur 
dan hidup dalam suasana perang yang tiada henti-hentinya. Mereka sangat letih 
karena peperangan yang berkepanjangan dan menghancurkan itu. Oleh karena itu, 
mereka sangat memerlukan perdamaian dan keamanan, karena tanpa hal itu, 
pertanian, perdagangan, dan bahkan kehidupan normal mereka hampir terhenti. 
Sebaliknya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling bersatu, dan paling 
                                                          
5Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah h. 95 
6Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah h. 98 
7Syed Mahmudunnasir, Islam Persepsi dan Sejarahnya (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2005), h. 110-111. 
8Syed Mahmudunnasir, Islam Persepsi dan Sejarahnya h. 111. 
  
 
 
makmur, dan paling berbudaya di Jazirah itu. Mereka hampir siap untuk merampas 
kekuasaan yang memerintah di Madinah, dan seorang yang bernama Abdullah bin 
Ubay bercita-cita merebut kekuasaan di sana.9 
Dalam perjalanan ke Madinah, Nabi ditemani oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. 
Ketika di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar lima kilometer dari Madinah, 
Nabi istirahat beberapa hari lamanya. Dia menginap dirumah Kalsum bin Hindun. 
Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang 
dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. Tidak lama kemudian, Ali bin Abi Thalib 
menyusul Nabi, setelah menyelesaikan segala urusan di Mekkah.10 
Setelah tiba dan diterima di Madinah, Nabi membangun satu bentuk Negara 
Kota (City State) di Madinah yang bersifat ketuhanan.11 Nabi resmi menjadi 
pemimpin bagi penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarahpun dimulai pada 
periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik.12 
Dalam masyarakat baru  itu Nabi Muhammad merupakan pemuka politik 
disamping pemuka agama. Dia itu Nabi, Kepala negara, panglima pasukan, hakim 
agung, dan pembentuk hukum.13 Wewenang dan kemestiannya menerima 
wewenangnya itu berdasarkan misi kenabiannya dan perintah Al-Qur’an. Nabi 
Muhammad saw, mempunyai kedudukan bukan saja kepala agama, tapi juga kepala 
negara. Dengan kata lain dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan 
                                                          
9Syed Mahmudunnasir, Islam Persepsi dan Sejarahnya  h. 111. 
10Sulasman, Sejarah Islam di Asia dan Eropa  (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 
h. 42. 
11Asyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam  (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 3. 
12Halim B, Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan Politik 
 (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 22. 
13John L, Islam and Politics, terj.  Jusuf Sou’yb, Islam dan Politik  (Cet. I; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1990), h. 7. 
  
 
 
kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis menjadi kepala 
negara.14 
Nabi saw telah meletakkan dasar-dasar Islam di Mekkah dengan penuh 
tantangan dari kaum kafir Quraisy. Dalam periode Mekkah Nabi saw belum 
berhasil membentuk komunitas Islam karena jumlahnya yang sedikit di bawah 
tekanan musuh-musuhnya. Dengan hijrah ke Madinah beliau segera meletakkan 
dasar-dasar masyarakat Islam. Yang pertama adalah mendirikan masjid untuk 
tempat berkumpul dan bertemu disamping untuk beribadah kepada Allah swt. Yang 
kedua ialah mempersaudarakan antara kaum Anshar, yakni penduduk Madinah 
yang menolong Rasulullah dan kaun Muhhajirin, ialah mereka yang hijrah dari 
Mekkah ke Madinah. Yang ketiga ialah perjanjian untuk saling membantu antara 
kaum muslimin dan bukan muslimin. Dan dasar yang ke empat ialah meletakkan 
landasan politik, ekonomi dan kemasyarakatan begi negeri Madinah yang baru 
dibentuk.15 
Untuk membangun persaudaraan yang bisa menjamin lahirnya peradaban 
maju dan berkeadaban diperlukan sebuah kepemimpinan yang bersifat kontinu 
terhadap hubungan antara kalangan Anshhar dan Muhajirin. Kaum Anshar adalah 
kalangan muslim penduduk Madinah, sedangkan kaum Muhajirin adalah 
rombongan muslim yang ikut serta dalam hijrah dari Mekkah ke Madinah. 
Memadukan kedua kultur yang berbeda antara masyarakat nomaden dengan 
penduduk yang menetap tidaklah mudah. Namun ada satu kekuatan yang dapat 
memadukan mereka, yaitu keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. 
Sifat beliau menjadikan keyakinan dan nilai sebagai pijakan utama dalam 
                                                          
14Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Cet. V; Jakarta: UI Press, 
1985), h. 101. 
15Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab  (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1997), h. 27-29. 
  
 
 
membangun kebersamaan. Beliau menumbuhkan sikap mengutamakan 
kepentingan orang lain dan persaudaraan di antara kalangan muslim.16 
Hakikat politik tidak dapat dipisahkan dari aspek konstitusional. Konstitusi 
adalah dasar hukum yang tertulis ataupun tidak yang mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan sebuah negara. Ia memuat pengorganisasian, jabatan-jabatan 
kenegaraan, lembaga yang memerintah, dan tujuan yang hendak dicapai.17 
Dengan makna seperti ini, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi 
norma sekaligus sebagai sumber hukum dan juga berfungsi sebagai dasar struktural 
bagi sistem politik serta dasar keabsahan kekuasaan politik yang dimiliki lembaga-
lembaga politik sehingga mereka dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi yang 
dimilikinya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan sebuah 
unsur dalam konsep politik yang membangun struktur dari sistem politik dan 
menetapkan fungsi-fungsinya. 
Dalam kaitan ini, Al-Qur’an merupakan dasar hukum, ia tidak dapat 
dipandang sebagai konstitusi seperti yang dikenal dalam kepustakaan politik. Hal 
itu disebabkan karena selain berfungsi sebagai hukum dasar, konstitusi juga 
memuat unsur-unsur lain seperti struktur dan fungsi-fungsi politik, hubungannya 
satu sama lain serta hak-hak kewargaan. Unsur-unsur seperti ini tidak terkandung 
secara eksplisit, tetapi dapat dirumuskan dari ajaran-ajaran politik yang terkandung 
dalam Al-Qur’an.18 
Kesimpulan ini berimplementasi perlunya perumusan sebuah konstitusi 
bagi sistem politik Islam. Dengan begitu sistem poltik tidak hanya mempunyai 
                                                          
16Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah  h. 106. 
17Abdul Muin Salim, Fiqhih Siayasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an (Cet. 
I; Jakarta: Sitafindo 2001), h. 47-48. 
18Abdul Muin Salim, Fiqhih Siayasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an      h. 
292. 
  
 
 
landasan ideal dini, tetapi juga landasan struktural operasional. Piagam Madinah 
merupakan contoh sederhana dari sebuah konstitusi sistem politik Islam. 
Antony Nurding menyebutkan shalifat sebagai perjanjian aliansi (treaty of 
alliance). Menurutnya sejak Nabi berada di Madinah kehidupan beliau mengalami 
perubahan besar. Tugas beliau bukan hanya sekedar pembimbing spiritual belaka, 
tetapi juga sebagai pemimpin bagi penduduk Madinah, suku-suku Arab dan 
Yahudi, yang mendambakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Untuk itu beliau 
membuat “perjanjian persekutuan” antara orang-orang Muslim dan Yahudi agar 
mereka tidak saling mengganggu dan menghina.19 
Para ahli yang menyebutkan naskah itu sebagai piagam antara lain Emile 
Dermeghem. Menurutnya dengan kebajikan piagam itu Muhammad membuat 
semua penduduk Madinah bersatu di dalam satu bangsa. Kaum Yahudi bebas 
menganut agamanya yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin. Karena itu 
piagam itu tidak membenarkan satu fraksi menyatakan perang atau membuat aliansi 
dengan pihak lain tanpa seizin Nabi Muhammad SAW. sebagai orbiter untuk semua 
perselisihan di antara mereka.20 
Setelah dikaji dan diteliti secara mendalam, naskah perjanjian tersebut 
mengandung beberapa butir prinsip yaitu prinsip-prinsip orang yang muslim dan 
mukmin adalah ummat yang satu dan antara mereka dan non muslim adalah ummat 
yang satu (semua manusia adalah ummat yang satu), prinsip persatuan dan 
persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip tolong menolong dan 
membela yang teraniaya. Prinsip hidup bergotong royong, bertetangga, prinsip 
keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum, 
                                                          
19J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau 
dari Sudut Pandang Al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: Grafindo Persada 1994), h. 108. 
20J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau 
dari Sudut Pandang Al-Qur’an  h. 129. 
  
 
 
prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama (hubungan antar 
bangsa / internasional).21 
Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 143. 
 َJِLMَNََو  ْQNُSَTUْVَWَ  ًY ﱠ[ُأ S]ً َ^ َو ا`ُa`bَُcِL  َءاeََfgُ hَUiَ  ِسSﱠTLا  َن`bَُlَو  ُل`ُ^ ﱠnLا  Uَiَ ْQbُoْ 
اeًofِgَ S[ََو SَTUْVَWَ  َYَUpِْqLْا rِcﱠLا  َsTْNُ SَfoَْUiَ tِإ  َQَUVَْTِL  ْv[َ  ُwِpﱠcَl  َل`ُ^ ﱠnLا  ْv ﱠx[ِ  ْTَl ُyUَِq hَUiَ 
 ِzoَْpِqiَ  ِْنإَو  ْsaَSNَ  ًةnَoِpbََL tِإ hَUiَ  َvlMِﱠLا ىeََھ  ُ ﱠﷲ S[ََو  َنSNَ  ُ ﱠﷲ  َwoُِoِL  ْQbَُaSxَlِإ  ﱠِنإ  َ ﱠﷲ 
 ِسSﱠTLSِ  ٌفوُءnََL  ٌQoَِر )١٤٣(  
Teremahnya:  
“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), 
umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 
kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 
(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa 
yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh 
(pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang 
yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-
nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia.”22 
 Ayat di atas menjelaskan tentang penegasan Allah swt dalam al-Qur’an 
mengenai eksistensi umat Islam yang ummatan washatan, yaitu umat yang ideal 
dan moderat. Menurut Qurais Shihab ummatan washatan berarti pertengahan, 
moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi 
pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada di pertengahan pula.23 
                                                          
21J. Suyuthi Pulungan, fiqhih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Cet. I; Jakarta: 
Kencana 2002), h. 05. 
22Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Cet. VIII; Bandung: CV 
Penerbit Diponegoro, 2015), h. 22. 
23M. Qurais Sihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Cet. XI; 
Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 347. 
  
 
 
Sedangkan dalam kitab tafsir al-Tastari’, washatan berarti adil, yaitu orang mukmin 
yang benar dalam beribadah. 
 Posisi pertengahan membuat manusia tidak memihak ke kanan maupun ke 
kiri dimana manusia dapat berlaku adil. Posisi ini pula menjadikan manusia dapat 
dilirik oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan saat itu ia dapat menjadi 
teladan bagi semua pihak. Allah swt menjadikan umat Islam pada posisi 
pertengahan agar kamu umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia.  
Prinsip-prinsip tersebut sangat modern untuk masa itu. Bahkan untuk 
dewasa ini pun tetap relevan karena nilai-nilainya yang universal. Sebab prinsip-
prinsip tersebut telah menjadi tuntutan berbagai bangsa di dunia agar tegak dalam 
hidup bermasyarakat dan bernegara. Yaitu tatanan masyarakat yang demikian adil 
dan damai. Karena pada hakikatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut 
merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan akan menumbuhkan 
demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.24 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, masalah pokok adalah  
“Bagaimana unsur-unsur multikultural dalam Piagam Madinah?”. Agar 
pembahasan lebih terarah dan mengena pada sasaran maka masalah pokok 
dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Madinah? 
2. Bagaimana perwujudan multikultural dalam Piagam Madinah? 
3. Bagaimana nilai-nilai multikultural dalam Piagam Madinah? 
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
                                                          
24J. Suyuthi Pulungan, fiqhih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran h. 86. 
  
 
 
Sebagai fokus penelitian adalah nilai-nilai multikultural dalam Piagam 
Madinah baik dalam aspek keberagaman, dan toleransi maupun keadilan. Sebelum 
pembahasan fokus tersebut peneliti membahasa terlebih dahulu kondisi 
keberagaman mesyarakat Madinah, baik kondisi penduduk, politik, agama, 
ekonomi, dan budaya. Setelah pembahasan fokus, peneliti juga akan mengkaji 
perwujudan multikultural dalam Piagam Madinah. Pada fokus ini akan dibahas 
pembentukan Piagam Madinah, konsep multikultural dalam Piagam Madinah dan 
respon masyarakat Madinah terhadap piagam tersebut. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari kesimpangsiuran 
dalam memberikan pemaknaan, maka perlu didefinisikan Istilah yang dianggap 
penting terkait dengan permasalahan, yaitu implementasi multikultural dalam 
piagam madinah. 
Rasulullah saw dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun 
Gajah (570 M). Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan sepanjang 
matahari terbit. Beliau adalah Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muttalib 
bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ayy 
bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah 
bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ibrahim alaihima as-salam.25 
Nabi Muhammad saw adalah anggota Bani Hasyim, suatu kabilah yang 
kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan siqayah. Nabi 
Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama 
                                                          
25Abul Hasan ‘Ali Al-Hasan An-Nadwi, Sirah Nabawiyah, terj. Muhammad Halabi, 
Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW (Cet. VI; Yogyakarta: Darul Manar, 2011), h. 97-98. 
  
 
 
Abdullah anak Abdul Muttalib, seorang kepala Quraisy yang besar pengaruhnya. 
Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah.26  
Masyarakat Arab ketika itu hidup berdasarkan kesukuan. Wilayah 
kebanyakan terdiri dari padang pasir dan stepa. Mayoritas penduduknya adalah 
suku-suku Badui yang mempunyai gaya hidup pedesaan padang pasir dan nomadik, 
berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari air dan padang 
rumput bagi binatang gembala. Sebagian lainnya adalah penduduk yang menetap 
di kota-kota, seperti Mekkah dan Madinah. 27 Peperangan antar suku adalah suatu 
kejadian yang sering terjadi sejak lama. Baik masyarakat nomadik maupun ynag 
menetap hidup dalam budaya kesukuan Badui.28 
Sekitar tahun 620 M, beberapa orang Madinah, kebanyakan dari suku 
Khazraj, menemui Muhammad pada Festival Ukaz dan merasa terkesan oleh setiap 
perkataannya. Dua tahun kemudian, utusan yang berjumlah 75 orang 
mengundangnya untuk tinggal di Madinah, dengan harapan ia bisa mendamaikan 
suku Aws dan Khazraj yang selalu bermusuhan.29 Nabi Muhammad mengizinkan 
200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi ke Madinah, 
kejadian itu terkenal dengan sebutan Hijrah. Hijrah yang mengakhiri periode 
Mekkah dan mengawali periode Madinah.30 
                                                          
26Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 
h. 16.  
27Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam (Cet. IX; Jakarta, PT Ikrar 
Mandriabdi, 2001), h. 258. 
28 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam h. 258. 
29Philip K. Hitti, History Of The Arabs; From the Earliest Time to the Present, terj. Cecep 
Lukman Yasim dan Dedi Slamet Riyadi, History of tje Arabs (Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu 
Semesta, 2013), h. 145.  
30Philip K. Hitti, History Of The Arabs; From the Earliest Time to the Present, terj. Cecep 
Lukman Yasim dan Dedi Slamet Riyadi, History of tje Arabs h. 145. 
  
 
 
Madinah terletak di barat laut Jazirah Arab atau di sebelah Utara Mekkah. 
Jarak antara Mekkah dan Madinah sekitar 510 km, dan bisa ditempuh sekitar lima 
jam perjalanan darat atau setengah jam melalui udara. Diantara keduanya, terdapat 
jalan yang menyambungkan Madinah ke Jeddah dan Mekkah. Begitu pula jalan ke 
Qashim, Hail, serta ibukota Arab Saudi, Riyad.31  
Islam periode Madinah merupakan Islam yang telah mengalami 
pelembagaan dan pemantapan sebagai suatu komunitas yang beriman. Dalam 
periode itu pula pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan 
masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi 
Muhammad saw meletakkan dasar-dasar islam di Madinah.32 
Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli 
sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu, beliau 
mempermaklumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara 
komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang 
majemuk di Madinah, piagam tersebut lebih dikenal sebagai Piagam Madinah.33 
Piagam Madinah mencangkup perjanjian tiga pihak yaitu Muhajirin, 
Anshar, dan Yahudi, piagam ini menjamin hak sosial maupun hak beragama orang 
Yahudi dan Muslimin dan menetapkan tugas mereka. Piagam ini sesungguhnya 
mengukuhkan status keagamaan, sosial dan politik orang Yahudi dalam 
masyarakat.  
Inilah dokumen politik yang diletakan Nabi Muhammad di Madinah, 
dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip konstitusi negara modern, seperti 
                                                          
31Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah h. 93. 
32Rizem Aizid, Sejarah Peradaban Islam Terlengkap (Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 
2015), h. 165. 
33H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Cet. II; 
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990), h. 10  
  
 
 
kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, tentang perlindungan harta 
dan jiwa anggota masyarakat, dan larangan orang melakukan kejahatan. Piagam ini 
telah membukakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia masa 
itu.34 
D. Tinjauan  Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber 
yang terkait dengan judul skripsi ini, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian 
tentang masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulis dalam menemukan 
data sebagai bahan perbandingan, supaya data yang dikaji itu lebih jelas. 
Beberapa buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain: 
Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, yang ditulis oleh Ali Mufrodi. Buku 
ini membahas tentang sejarah perkembangan Islam di kawasan kebudayaan Arab 
(Timur Tengah). Dimulai pembahasan awal mula kebudayaan Arab, dilanjutkan 
proses Arabisasinya baik di Mekkah maupun di Madinah. Selain itu, buku ini juga 
membahas bagaimana Nabi meletakkan dasar-dasar Islam pasca hijrah ke  
Madinah, termasuk perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dan 
bukan muslimin, landasan politik, ekonomi dan kemasyarakatan. 
Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an, oleh J. Suyuti Pulungan. Buku ini menggambarkan keadaan 
masyarakat Madinah sebelum dan setelah adanya Piagam Madinag yang ditinjau 
dari pandangan Al-Qur’an. 
                                                          
34Muhammad Syafii Antonio, Muhammad SAW: The Super Leader Super Manaer (Cet. I; 
Jakarta: Tazkia Publishin & ProLM Centre 2007), h. 145. 
  
 
 
Antara Mekkah dan Madinah, yang ditulis oleh Achmad Taqiyuddin dkk. 
Buku ini mengungkap sejarah dua kota suci Islam yakni Mekkah dan Madinah, 
keistimewaan-keistimewaan spiritual dan keunikan arsitektural. 
Islam Persepsi dan Sejarahnya, ditulis oleh Syed Mahmudunnasir. Buku ini 
menawarkan berbagai konsep dasar Islam, membandingkan pandangan-pandangan 
antar mashab, dan sejarah Islam yang lebih mendominasi uraian buku ini. 
History of the Arabs, yang ditulis oleh Philip K. Hitti. Buku ini membahas 
tentang kemunculan Islam, perkembangannya, dan melacak lebih jauh pada kondisi 
prasejarah bangsa Arab, termasuk kondisi geologi dan geografinya.   
Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad ditulis oleh Abdul 
hasan Ali Al-Hasan An-Nabawi. Buku ini membahas tentang kehidupan Nabi 
Muhammad mulai dari biografi hingga perjuangannya menyebarkan agama islam. 
Selain itu, buku ini juga menggambarkan sifat jujur dan adil dari Nabi Muhammad 
membuatnya menjadi pemimpin yang dikagumi dan pemuka agama yang 
dihormati. 
Kajian tersebut belum menggunakan konsep-konsep multikultural, baik dari 
sisi masyarakat Madinah, pelaksanaan Piagam Madinah, maupun nilai 
multikultural dalam Piagam Madinah. Sehingga penulis berusaha untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal tersebut dalam penelitian ini. 
 
 
 
E. Metodologi Penelitian 
  
 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah 
penelitian yang objek kajiannya adalah apa yang dialami masyarakat di masa lalu. 
Dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah pelaksanaan Piagam Madinah dalam 
masyarakat multikultural pada masa Rasulullah saw.  
Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data yang digunakan dalam hal 
ini adalah data berupa kata-kata dan kalimat-kalimat verbal dalam bentuk tertulis. 
Dengan demikian peneliti ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka 
menggunakan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, dan 
berbagai sumber dari media elektronik. 
2. Pendekatan Penelitian 
Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini 
yaitu: 
a. Pendekatan Historis 
Dalam penelitian ini penulis melakukan suatu pendekatan yang sesuai 
dengan studi penelitian sejarah. Tentu dalam penelitian sejarah pendekatan yang 
akan digunakan adalah pendekatan history atau pendekatan sejarah. Pendekatan 
history atau Pendekatan sejarah merupakan salah satu pendekatan yang dapat 
digunakan dalam melakukan penelitian tentang objek sejarah, agar mampu 
mengungkap banyak dimensi dari peristiwa tersebut.35 
 
b. Pendekatan Antropologis 
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Pendekatan antropologi digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa 
yang terkait dengan hidup bersama dan membentuk kebudayaan. Pendekatan 
antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya 
memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan 
dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan 
dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain bahwa cara-cara yang digunakan 
dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk 
memahami agama.36 
c. Pendekatan Sosiologis 
Sejarah identik dengan politik karna jalannya sejarah selalu ditentukan oleh 
kejadian sosial.37 Penelitian ini memfokuskan objek penelitannya pada pada pola-
pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat. Pola-pola 
tersebut berhubungan dengan perilaku, tradisi, kepercayaan, bahasa, maupun 
interaksi social. 
d. Pendekatan Teologis Normatif 
Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat 
diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu 
Ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu 
keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang 
lainnya.38 
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38Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam h. 28. 
  
 
 
Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan 
normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang 
pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran 
manusia.39 
3. Langkah-Langkah Penelitian 
a. Heuristik 
Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama 
yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. 
Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa dan cara 
memperolehnya.40 
b. Kritik Sumber 
Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk 
menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Semua sumber yang telah 
dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum digunakan. Sebab tidak 
semuanya langsung digunakan dalam penulisan.  
Namun demikian penelitian ini memberlakukan penelitian intern dalam hal 
penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber-sumber penulisan skripsi 
ini. 
 
 
c. Interpretasi 
Tahap ketiga dalam metode sejarah ialah interpretasi. Pada tahap ini dituntut 
kecermatan dan sikap objektif sejarawan, terutama dalam hal interpretasi subjektif 
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terhadap fakta sejarah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengetahui watak-watak 
peradaban, atau dengan kata lain kondisi umum yang sebenarnya dan menggunakan 
nalar yang kritis, agar dapat ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang 
ilmiah.41  
d. Historiografi 
Berbagai pernyataan mengenai masa silam yang telah disintesakan 
selanjutnya ditulis dalam bentuk kisah sejarah atau histiriografi. Sampai pada tahap 
ini, sejarawan akan mengadakan apa yang dikatakan G. J. Renier (1997: 194-204) 
sebagai realisasi dalam cerita sejarah. Metode realisasi dilakukan berdasarkan 
bacaan ahli sejarah tentang dunia dimana hidup, pengalaman, dan kepercayaannya. 
Menurutnya tidak ada ketentuan khusus yang harus diikuti oleh ahli sejarah. 
Mereka bebas menserealisasikan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan prinsip-
prinsip yang dianutnya. Meskipun demikian, setiap tuturan sejarah menurut Renier 
harus memperhatikan sapek utama, yaitu: kronologi, kausalitas, dan imajinasi. 
Pengumpulan data merupakan suatu keterampilan dalam menemukan sumber.42 
 
 
 
 
 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, maka 
penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara analitis tentang kondisi 
keberagaman masyarakat Madinah. 
b. Untuk mendisikripsikan dan menganalisis secara analitis tentang perwujudan 
multikultural dalam Piagam Madinah. 
c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara analitis tentang nilai-nilai 
multikultural dalam Piagam Madinah. 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan dari penelitian skripsi ini, penulis berharap hasil dari 
penelitian ini dapat memberi manfaat di antaranya sebagai berikut: 
a. Agar penulis dan pembaca dapat memahami tentang sejarah pembentukan 
Piagam Madinah. 
b. Dapat memberikan informasi khususnya dalam aspek sejarah yang dapat 
dijadikan bahan diskusi. 
c. Sebagai bahan kajian dan diskusi akademik mengenai Piagam Madinah. 
d. Sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi yang ingin mengetahui peran 
Piagam Madinah terhadap multikultural di Kota Madinah. 
e. Sebagai kontribusi terhadap tradisi keilmuan di Indonesia. 
 
  
  
 
 
BAB II 
KONDISI KEBERAGAMAN MASYARAKAT MADINAH 
A. Kondisi Penduduk 
Masa permulaan Islam atau masa kerasulan Muhammad saw, sama dengan 
turunnya wahyu yang dibagi ke dalam dua perode sejarah. Pertama periode Mekkah 
yaitu sejak beliau menerima wahyu pertama (5 ayat dari surah al-‘Alaq) sampai 
beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah tahun 622 M. Kedua, periode Madinah yaitu 
sejak hijrah tahun 622 M hingga beliau wafat pada 12 Rabiulawal 11 H/8 Juni 632 
M, yang beberapa bulan sebelumnya beliau menerima wahyu terakir (ayat 3 dari 
surat al-Mai’dat/3) pada waktu beliau melaksanakan haji Wada’ (haji perpisahan) 
pada taun 632 M.43 
Setelah Mekkah, kemudian Madinah. Dua kota ini saling menyempurnakan. 
Ibarat siang dan malam. Jika Mekkah laksana siang, maka Madinah adalah malam 
yang dihiasi oleh rembulan  dan cahaya bintang-bintang yang menyinari bumi 
Tuhan. Rembulan tersebut adalah Muhammad saw, sedangkan bintangnya adalah 
para sahabat yang mendedikasikan dirinya untuk tegaknya kebijakan, keadilaan, 
dan kedamaian bagi seluruh umat manusia.44 
Mengkaji keadaan dan peta sosial dan budaya suatu masyarakat adalah 
penting, karena ia akan menerangkan kepada kita tata cara, pandangan hidup, dan 
organisasi sosialnya yang memengaruhi pola perilaku kehidupan anggota 
                                                          
43J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit ombak, 2014), h, 1. 
44Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
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masyarakat dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, politik hukum, seni, adat istiadat, 
tata susila agama, dan keyakinan. Di dalamnya akan ditemukan pola-pola perilaku 
yang normatif baik cara berfikir maupun cara merasa dan bertindak yang harus 
dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Pola-pola perilaku tersebut melahirkan 
kebudayaan.45  
Kondisi geografis juga sangat berpengaruh terhadap watak dan kebiasaan 
seseorang. Sama halnya ketika seseorang hidup di lingkungan yang keras maka 
iapun akan berwatak keras seperti penduduk Mekkah yang hidup di lingkungan 
tandus memiliki watak keras. Berbeda dengan masyarakat Madinah hidup 
dilingkungan yang subur sehingga mereka lebih terbuka untuk menerima hal-hal 
baru. 
Madinah adalah kota yang terletak di gunung dataran tinggi, di 
persimpangan tiga lembah, ‘Aql, lembah Aqiq, dan lembah Himd. Karena itu 
Madina adalah kota hijau, terutama di sekitar gunung. Di bagian Barat terdapat 
gunung Haji. Di Barat Laut ada gunug Salaa. Di bagian Selatan terdapat gunung ‘Ir. 
Dan gunung Uhud di bagian Selatan.46 
Situasi Madinah dalam berbagai aspek kehidupan sangat berbeda dari 
Mekkah. Penduduknya menjelang hijrah Nabi ke kota itu terdiri dari bangsa Arab 
dan bangsa Yahudi yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku terkemuka 
golongan Arab adalah Aus dan Khasraj yang bermigrasi dari Arabia Selatan, di 
samping suku-suku Arab lain yang lebih dahulu menetap di kota ini. Adapun 
Yahudi mempunyai lebih dari dua puluh suku yang menetap di wailayah itu. Suku-
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suku terkemuka adalah bani Quraizat, banu Nadhir, banu Qainuqa, banu Tsa’labat, 
dan banu Hadh.47 
Kehidupan masyarakat di Madinah dapat dikatakan lebih tidak teratur, 
karena penduduknya yang heterogen tidak berhasil mewujudkan persatuan dan 
kesatuan yang berada dibawah satu pemerintahan dan membawahi sebuah kabilah. 
Diliat dari sosio politik masyarakat yang bercorak demikian menyimpan potensi 
untuk timbulnya konflik antar  kelompok. Demikianlah yang teradi di Madinah, 
yaitu konflik dua suku utama Arab, Aus dan Khasraj di satu pihak dan konflik di 
antara kedua kelompok Arab itu dengan suku-suku Yahudi dilain pihak. Mereka 
bersaing untuk mendapat pengaruh atas masyarakat Madinah untuk menjadi 
penguasa di  kota itu.48  
Ada dua belas kali peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khasraj. 
Namun kedua suku ini pernah bersatu menyerang orang-orang Yahudi. Dalam 
serangan itu, orang-orang Yahudi banyak yang terbunuh dan kedudukan mereka 
sebagai yang dipertuan berhasil dijatuhkan. Peristiwa tersebut mempertajam 
permusuhan dan kebencian kaum Yahudi terhadap kaum Arab, demikian pula 
sebaliknya.49 Banyaknya jenis penduduk di Madinah, mempengaruhi tatanan sosial 
politik disana sehingga membuat negara Madinah menjadi kacau dan terjadilah 
peperangan. 
Keadaan masyarakat Arab menjelang dan hingga datangnya Islam yang 
digambarkan dalam berbagai aspeknya tersebut oleh para ahli disebut kehidupan 
Jahiliah, suatu tema yang selalu diterjemahkan dengan “zaman kepicikan” atau 
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“zaman kebiadaban”. Zaman kepicikan dikaitkan dengan pandangan mereka bahwa 
orang yang di luar mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan, sedangkan 
zaman kebiadaban dikaitkan dengan tindakan mereka yang tidak mengenai 
perikemanusiaan karena dorongan hawa nafsu yang tidak terkendalikan untuk 
mewujudkan keinginan.50  
Pada musim haji, orang-orang Madinah berziarah ke Mekkah dan bertemu 
dengan Nabi. Pertemuan menyisakan sebuah kesan yang amat mendalam. Mereka 
juga teringat pada ramalan orang-orang Yahudi, bahwa pada suatu saat nanti akan 
datang seorang Nabi dan pemimpin besar. Mereka sangat bergembira, karena 
mereka telah bertemu dengan sosok tersebut sebelum orang-orang Yahudi 
menemuinya kelak.51 
Setelah bertemu dengan Nabi, mereka sangat terkesan dengan perangai dan 
nasihat yang disampaikan kepada mereka. Merekapun mulai memandang, bahwa 
Nabi dapat dijadikan sebagai teladan dan pemimpin bagi mereka.52 
Langkah Nabi Muhammad saw untuk melaksanakan hijrah ke Madinah 
merupakan sebuah langkah revolusioner. Beliau berhasil menerapkan nilai-nilai Al-
Qur’an secara komprehensif. Hubungan antar kelompok yang sebalumnya 
dibangun di atas pertalian darah, kemudian diubah oleh Nabi berdasarkan ideologi 
yang sama. Nabi tidak melakukan pemaksaan kepada kelompok lain. Ia justru 
menyebut orang-orang muslim, kaum pagan, dan Yahudi sebagai ummah, yang 
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mana diantara mereka bersepakat untuk tidak saling menyerang dan menjamin 
kebebasan bagi setiap kelompok.53   
Kepemimpinan Nabi relatif mudah dan cepat diterima oleh penduduk 
Madinah. Dalam waktu yang tidak lama, Nabi sudah mampu mengukuhkan sebagai 
pemimpin yang dapat mempersatukan penduduk Madinah, yang saat itu terbagi 
dalam beberapa fraksi kabilah dan agama.54 Hal ini tidak terlepas dari kepiawaian 
Nabi dalam memimpin sebuah negara dan sebagai pemandu kepada jalan yang 
benar, sehingga masyarakat Madinah mudah menerima dan mematuhi arahan 
beliau. 
Kondisi di Madinah benar-benar mendukung pembentukan pemerintahan 
baru dan ideal di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw. Hal yang menonjol dalam 
pemerintahan beliau adalah kedaulatan yang berdasarkan undang-undang. 
Kedaulatan konstitusi itu menerapkan sistem persamaan hak atas semua warga, 
tanpa adanya diskriminasi dan ketidak adilan. Pemerintahan semacam ini benar-
benar spektakuler, yang tentunya dapat menjadi contoh bagi setiap masa.55                                                                                                         
B. Kondisi Politik 
Masyarakat Arab sebelum Islam, khsusnya ditanah Hijaz, mempunyai 
struktur sosial dan kultur yang mengatur pola perilaku dan hubungan antar keluarga 
maupun antar kelompok masyarakatnya. Dalam kaitannya akan dibahas aspek-
aspek  sosial, ekonomi, politik, agama dan keyakinan masyarakat Mekkah dan 
Madinah menjelang hingga lahirnya Islam. Dengan bahasan ini kita memperoleh 
gambaran tentang struktur sosial, budaya dan pola-pola perilaku masyaratnya. 
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Dengan bahasan ini pula, kita dapat memahami sejauh mana keberhasilan Nabi 
Muhammad membangun masyarakat Arab sesuai dengan cita-cita risalah yang 
dibawanya dan melihat makna penting dan posisi strategis Piagam Madinah bagi 
masyarakat tersebut.56 
Dunia Arab Jahiliah tidak mengenal politik dalam arti yang dikenal 
sekarang. Mereka tidak mempunyai pengalaman nyata dalam apa yang disebut 
politik madani. Mereka tak pernah bernaung dibawah satu pemerintahan yang 
berbudaya maju dan berperadaban, dalam arti pemerintahan yang memiliki sistem 
politik tertulis. Kalaupun mereka membuat perjanjian secara tertulis, itu dalam 
linkup yang sangat sempit.57 
Sejarah menginformasikan bahwa sebelum dan pasca hijrahnya Islam, 
wilayah Hijaz tidak memiliki pemerintahan dan persatuan politik dibawah satu 
pemerintahan. Hijaz, memang satu-satunya daerah di Jazirah Arab yang menikmati 
kemerdekaan sejak lama tanpa terpengaruh atau dipengaruhi oleh pergolakan 
politik yang diperankan oleh kerajaan-kerajaan Arab, Arabia Utara dan Selatan 
maupun kerajaan Romawi dan Persia.58 
Sebelum kedatangan Nabi, sistem politik di Madinah bergantung 
sepenuhnya pada konvensi kesukuan atau kabilah. Segala bentuk tradisi, taklid, 
fanatisme, dan rasa ketergantungan satu sama lain menjadi pijakan kukuh 
kehidupan mereka.59 Jika Mekkah diperintah oleh aristokrat Quraisy, maka di 
Madinah tidak terdapat persatuan dan kesatuan penduduk dibawah satu 
                                                          
56J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah , Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an h. 28. 
57Dr. Nizar Abazhah, Searah Madinah (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2017), 
h. 377. 
58J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an h. 42-43. 
59Dr. Nizar Abazhah, Searah Madinah  h. 377. 
34 
 
 
 
pemeritahan. Situasi yang tidak baik ini berasal dari konflik yang terus-menerus 
antara pemimpin dua suku, Aus dan Khasraj yang sama-sama berasal dari Arabia 
Selatan. Situasi ini semakin menjadi rumit dengan kehadiran suku-suku Yahudi 
melibatkan diri dari konflik itu.60 Banyaknya suku di Madinah membuat keadaan 
politik tidak teratur karena setiap suku ingin berkuasa atas negara Madinah hingga 
konflik tak dapat dihindari. 
Luka permusuhan antara kedua kabilah bersaudara itu hanya dapat 
tersembuhkan oleh kekuatan Islam. Melalui Islam, Aus dan Khasraj bersatu dalam 
barisan yang terkenal dengan sebutan Al-Anshar (para penolong) yang membantu 
Al-Muhajirun, yakni para anggota kabilah-kabilah dari Mekkah, terutama Quraisy, 
yang memeluk Islam dan berhijrah ke kota Madinah. Menjelang kedatangan Islam, 
kondisi politik masyarakat Arab di Mekkah, Madinah, dan daerah lain di 
semenanjung Arabia pada dasarnya tidak mengenal kekuasaan terpusat.61 
Nabi datang ke Madinah sebagai pemimpin, beliau dipilih dan dilantik pada 
baiat Aqabah oleh sejumlah pemuka Anshar mewakili kaum mereka. Inilah cikal 
bakal sekaligus halaman depan sejarah berdirinya negara Madinah.62 Penduduk 
Madinah sangat membutuhkan pertolongan, dengan hadirnya Nabi sebagai 
penengah atas semua konflik yang terjadi maka penduduk Madinah terselamatkan 
dari pertikaian yang berkepanjangan. 
Kondisi di Madinah benar-benar mendukung pembentukan pemerintah baru 
dan ideal di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw. Hal yang menonjol dalam 
pemerintahan beliau adalah kedaulatan yang berdasarkan undang-undang. 
                                                          
60J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an h. 43. 
61Abdul Azim, Chiefdom Madinah (Cet. I; jakarta: PT. Pustka Alfabet, 2016), h. 213. 
62Nizar Abazhah, Sejarah Madinah (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2017), h. 
381. 
35 
 
 
 
Kedaulatan konstitusi itu menerapkan sistem persamaan hak atas semua warga, 
tanpa adanya diskriminasi dan ketidak adilan.63 
Nabi Muhammad saw tampaknya memahami benar bahwa masyarakat yang 
beliau hadapi adalah masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap 
bermusuhan terhadap golongan lain. Untuk itu, beliau melihat perlu adanya 
penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan-hubungan antar 
golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Estimasi ini 
didasarkan pada langkah beliau setelah tiba di Madinah.64 
Pertama, mendirikan masjid. Tujuan Nabi Muhammad saw mendirikan 
masjid adalah mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Kedua, 
mempersatukan sekaligus mempersaudarakan kaum Anshar dan kaum Muhajirin. 
Nabi mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan 
Anshar. Dengan cara ini, beliau telah menciptakan suatu pertalian berdasarkan 
agama, pengganti persaudaraan yang berdasarkan kesukuan seperti sebelumnya.65 
Dalam menyusun tatanan masyarkat Madinah Nabi sangat memperhatikan langkah 
yang ditempuhnya agar mudah diterima dilingkungan masyarakat Madinah. 
Jika langkah pertama dan kedua ditujukan khusus kepada konsolidasi umat 
Islam, maka langkah beliau berikutnya ditujukan kepada seluruh penduduk 
Madinah. Untuk ini beliau membuat perjanjian tertulis atau piagam yang 
menekankan pada persatuan yang erat dikalangan kaum muslimin dan Yahudi, 
menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan 
persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik 
dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi 
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Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan 
perselisihan yang timbul di antara mereka.66 
Madinah merupakan salah satu bentuk pemerintahan modern yang 
melandaskan konstitusinya pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Piagam 
Madinah merupakan salah satu pencapaian pemerintahan Nabi yang paling 
spektakuler, karena mempu membangun konstitusi atau konsensus yang 
berlandaskan kebhinekaan kelompok, baik suku dan agama.67 
C. Kondisi Ekonomi 
Kegiatan perekomian orang Arab mungkin tidak memberi petunjuk secara 
jelas tentang kesatuan identitas mereka. Namun, kegiatan perekonomian mereka 
guna menopang kelangsungan hidup yang keras di padang pasir memberi mereka 
ciri khas sebagai penghuni wilayah tandus yang langkah air. Maka, pengembangan 
dan pengelolaan hewan ternak (pastoralism) merupakan basis utama kegiatan 
perekonomian orang Arab sebelum Islam. Pastoralisme menyediakan banyak 
kelenturan bergerak, misalnya dibandingkan pertanian.68  
Madinah terletak 500 meter Utara Mekkah, di tanah yang lapang, banyak 
tersedia air pepohonan, dan rumah-rumah besar.69 Disamping terletak di jalan yang 
menghubungkan Yaman dan Suria, kota itu memiliki oase-oase yang dipergunakan 
untuk penanaman kurma, biji-bijian dan sayur-mayur untuk dimakan.70 Sistem 
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ekonomi di Madinah lebih condong kepada pertanian karena daerahnya yang subur, 
berbeda dengan Mekkah yang lebih mengandalkan perdagangan karena di Mekkah 
merupakan negara yang tandus. 
Di Madinah juga terdapat gunung berapi. Diantara gunung tersebut yaitu 
gunun Waqim yang terletak dibagian Timur. Gunung tersebut diantara gunung 
berapi yang sangat terkenal dikawasan Arab, dan tanahnya diantara tanah yang 
paling subur di Madinah. Nama gunung tersebut diambil dari seorang dari 
Amalekit, yang bermana Waqim. Suku yang tinggal di gunung berapi ini yaitu Aws, 
bani Abdul Asyhah, bani Dhafir, bani Muawiyah, bani Quraydhah, dan bani 
Nadhir.71 
Tanah di Madinah sangat cocok untuk ditanami pohon kurma, bahkan 
merupakan salah satu kota yang mempunyai ladang kurma terbesar. Bani Nadhir 
dan bani Qurayzah merupakan komunitas Yahudi yang berjasa besar dalam 
mengembangkan pertanian kurma di Madinah.72 
Kedudukan kaum Yahudi di kota dipandang sebagai yang paling kuat 
dikalangan peduduk umumnya. Pada suatu waktu mereka pernah berperan 
mengontrol politik di Madinah. Mungkin pada waktu itulah mereka membangun 
pertanian dan mendominasi orang-orang Arab yang hidupnya sangat tergantung 
kepada mereka.73   
Kaum Yahudi merupakan tantangan bagi orang-orang Arab baik Quraisy 
Mekkah maupun Aus dan Khasraj di Madinah. Sebab kegiatan dagang dan pasar di 
Madinah yang mereka kuasai disamping memberikan keuntungan ekonomi juga 
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memberikan akses dan pengaruh kekuasaan politik mereka. Kekayaan mereka 
menyebabkan timbulnya iri hati kaum Arab. Sebab kaum Yahudi membarikan 
pinjaman dan kredit, menjual barang peralatan dan senjata, bahkan bibit pertanian 
untuk mereka pinjamkan kepada orang-orang Arab. Keadaan semacam ini banyak 
orang Arab terjepit hutang.74 
Masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam memiliki tatanan 
perekonomian yang tidak sehat. Banyaknya praktek peminjaman oleh kaum Yahudi 
kepada kaum Arab yang memberlakukan sistem bunga, sehingga banyak kaum 
Arab yang terjepit hutang dan menimbulkan ketidak sukaan mereka terhadap kaum 
Yahudi.   
Muhajirin yang datang dari Mekkah ke Madinah menghadapi berbagai 
persoalan ekonomi sosial, dan kesehatan. Sebagaimana kita tahu, Muhajirin telah 
meninggalkan keluarga dan bahkan sebagian besar harta kekayaan mereka di 
Mekkah. Keterampilan mereka adalah dalam bidang perdagangan karena orang-
orang Quraisy memang sangat ahli, bukan dalam bidang pertanian dan peternakan 
yang merupakan tonggak penting ekonomi Madinah.75 
Sejak awal kedatangannya di Madinah, Nabi telah memikirkan masalah 
tempat tinggal kaum Muhajirin berikut penataannya. Beliau ingin mereka segera 
mandiri dan betah tinggal ditempat baru ini, tidak terasa terasing dan tertekan. Maka 
bergegaslah kaum Anshar menghadap kepada Rasulullah menyerahkan setiap 
jengkal kelebihan tanah mereka sebagai wujud kebesaran cinta dan pembelaan 
mereka kepada kaum Muhajirin. Bahkan, mereka menawarkan seluruh harta milik 
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dan apapun yang mereka punya.76 Karena kebutuhan akan modal, Muhajirin tidak 
dengan sendirinya menapaki jalan mulus dalam masyarakat baru ini.77 
Nabi mengelola perekonomian Madinah sejalan dengan sistem dan ajaran 
yang diwujudkan Allah. Sebuah sisem paripurna yang tidak membiarkan satu sisi 
pun aktivitas ekonomi terlurut dari pengaturan. Jual beli, sistem usaha, pertanian, 
pelayanan, keterampilan, dan semua hal yang terkait dengan urusan finansial diatur 
sebaik-baiknya agar tidak melenceng dari tata perekonomian yang sehat. Lahirlah 
sistem  khas, yang kemudian dikembangkan umat Islam menjadi undang-undang 
moneter yang tangguh dan tahan guncangan, tidak seperti sistem-sistem lain yang 
rapuh dan rawan.78 
Secara umum, sistem ekonomi Islam berdiri di atas transaksi yang 
transparan. Karena itu riba diharamkan secara mutlak, baik dalam bentuknya yang 
terang-terangan maupun yang samar-samar, dan yang memakannya diamcam keras. 
Diharamkan juga praktek jual beli yang menimbulkan kerugian baik pada pembeli 
maupun pada penjual, seperti menipu, gasab, pemerasan, jual paksa, jual karena 
malu atau menjual sesuatu yang tidak diketahui.79 
 
 
 
 
 
D. Kondisi Agama 
                                                          
76Nizar Abazhah, Searah Madinah h. 40. 
77Akram Dhiyauddin Umari, Madinan Society at the Time of the Prophet, terj. Mun’im A. 
Sirry, Masyarakat Madani h. 80. 
78Nizar Abazhah, Searah Madinah h. 177. 
79Nizar Abazhah, Searah Madinah h. 178. 
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Ada banyak macam ikatan yang dapat menggabungkan masyarakat menjadi 
satu. Masyarakat berkelompok sesuai dengan suku, kebangsaan negara, atau 
kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan bisa saja berabung di bawah satu 
bendera karena agama atau kepentingan bersama.80  
Menurut para penulis muslim, orang Arab mulanya memeluk agama 
Ibrahim, yakni agama tauhid dan hanifiyah. Mereka berhaji ke rumahNya, 
mengagungkan tanah dan bulan-bulan suciNya. Namun, seperti juga manusia lain, 
mereka menyimpang dari agama tersebut dan kemudian menyembah banyak Tuhan 
dalam wujud patung (Ashnam), orang yang dianggap sebagai pelopor pertama 
penyembahan patung dikalangan orang Arab adalah Amr bin Luhay al-Khuza’i 
yang pernah berkuasa atas Ka’bah di Mekkah. Suatu ketika menderita sakit, dan 
seseorang memberitahu dirinya bahwa penyakit itu akan sembuh bila ia pergi mandi 
ketempat pemandian di daerah bernama Balqa di Syria yang kala itu dihuni kaum 
Amalik. Amr pun pergi kesana, lalu mandi kemudian sehat. Disana Amr 
menyaksikan penduduk daerah itu menyembah patung, lalu ia meminta dan 
diberikan kepadanya sebuah patung bernama Hubal. Setelah ia kembali ke Mekkah, 
ia menegakkan patung itu di Ka’bah, dan iapun membagikan patung-patung lainnya 
kepada banyak kalangan suku Arab. Sejak saat itulah penyembahan patung 
dimulai.81  
Kepercayaan kepada adanya Tuhan mereka warisi secara turun temurun dari 
Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail. Tetapi dalam kepercayaan mereka ini telah 
terjadi penyimpangan karena penyembahan mereka kepada Tuhan telah bercampur 
dengan tahayul dan kemusyrikan. Penyimpangan dari agama itu disebut agama 
watsaniyyat (yang menyembah berhala), yaitu agama yang menyekutukan Allah 
                                                          
80Akram Dhiyauddin Umari, Madinan Society at the Time of the Prophet, terj. Mun’im A. 
Sirry, Masyarakat Madani h. 87. 
81Abdul Azim, Chiefdom Madinah h. 164. 
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dengan mengadakan penyembahan kepada anshab, autsan, dan ashnam, yakni 
patung-patung yang terbuat dari batu, kayu, emas, perak, dan logam. Patung atau 
berhala itu telah mereka jadikan sebagai perantara untuk menyembah atau 
mendekatkan diri kepada Allah.82 
Berhala andalan kabilah Aus dan Khasraj dari Yastrib (Madinah) adalah 
Manat, walaupun tempatnya bukan dikota itu melainkan di daerah bernama Qadid, 
dipinggir pantai pada lintas jalan antara Mekkah dan Madinah. Pelayanan ibadah di 
tempat itu berada ditangan kabilah Ghatarif dari bani Azad, yang sudah pasti 
penyembah Tuhan tersebut.83 
Berhala Manata (dewi  fortuna atau dewi wanita) yang mereka yakini 
mempengaruhi nasib manusia adalah dewa terpenting yang disembah oleh suku-
suku Azad, Aus, dan Khasraj di Hijaz. Sedangkan masyarakat Yahudi adalah 
penganut agama Yahudi. Sebagai ahli kitab dan penganut monoteisme, mereka 
mencela tetangga-tetangga mereka kaum Arab yang pagan dan menyembah berhala 
sebagai pendekatan kepada Tuhan. Selain mencaci kaum Yahudi juga 
menginformasikan ajaran Taurat kepada kaum Arab tentang adanya hari 
kebangkitan, balasan dan hukuman atas perbuatan manusia dan bahwa Nabi terahir 
yang akan lahir adalah pendukung golongan monoteisme.84 
Masyarakat Madinah bercorak heterogen yang terdiri dari komunitas 
Yahudi, penganut agama Yahudi, komunitas Arab penanut paganisme, orang Arab 
penganut paham Yahudi, dan pengikut Kristen yang minoritas. Meskipun demikian, 
baik Yahudi maupun Kristen dan dai-dai tidak berhasil membebaskan orang-orang 
Arab dari semua kepercayaan dan tradisi Jahiliah yang bertentangan dengan paham 
                                                          
82J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an h. 37. 
83Abdul Azim, Chiefdom Madinah h. 168. 
84J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an  h. 39. 
42 
 
 
 
monoteisme. Dengan kenyataan ini dan dibandingkan  dengan perjuangan Islam 
dalam usaha yang sama berarti agama ini lebih berhasil melepaskan masyarakat 
Arab dari paganisme.85 
Ketika Islam datang, masyarakat saat itu berkelompok sesuai dengan suku-
suku, sebagai mana yang terjadi di Jazirah Araba dan banyak tempat lain, sesuai 
dengan kewarganegaraan, sebagaimana yang terjadi di Persia, dan sebagai 
kelompok-kelompok agama, seperti di Bizantine Empire. Islam menjadikan ikatan 
iman sebagai dasar paling kuat yang dapat mengikat masyarakat dalam 
keharmonisan, sungguhpun tetap membolehkan, behkan mendorong, bentuk-
bentuk ikatan lain, seperti kekeluargaan sepanjang tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip agama.86 
Madina merupakan titik awal dari kebangkitan yang memancar spirit dan 
pencerahan batin yang amat luar biasa. Madinah menjadi saksi sejarah, bahwa Islam 
pada hakikatnya mempunyai kecocokan dengan kultur kota yang di dalamnya 
mengandung peradaban dan kemajuan. Islam adalah agama yang dapat beradaptasi 
dengan berbagai macam konteks. Tatkala Nabi datang ke Madinah, maka adaptasi 
dengan kultur kota yang ada pada Madinah masa itu telah menjadikan Islam sebagai 
agama yang berperan digarda terdepan untuk turut serta menjadikan kebhinekaan 
sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan.87 
Nabi Muhammad telah berhasil secara gemilang membangun agama baru 
dengan mengajak bangsanya bertauhid kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. 
Dalam waktu yang bersamaan beliau membangun sistem pemerintahan yang 
                                                          
85J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an h. 41. 
86Akram Dhiyauddin Umari, Madinan Society at the Time of the Prophet, terj. Mun’im A. 
Sirry, Masyarakat Madani h. 87. 
87Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
h. 70. 
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bercorak baru, yaitu pemerintahan yang berbentuk teokratis menggantikan sistem 
pemerintahan kabilah, dimana beliau sendiri pemimpinnya selaku wakil Tuhan 
dimuka bumi.88 
Dasar pandangan pokok tentang negara Teokratis adalah Tuhan diyakini 
memerintah negara melalui wakilnya, baik Nabi atau ahli agama (seperti ulama dan 
pendeta) ataupun organisasi keagamaan (misalnya gereja) sebagai pemimpin 
negara untuk melaksanakan hukum Tuhan sebagai hukum negara atau negara yang 
dasar hukumnya adalah hukum Tuhan.89 
 
  
                                                          
88J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan A-Qur’an h. 97. 
89J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
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BAB III 
PERWUJUDAN MULTIKULTURAL DALAM PIAGAM MADINAH 
A. Pembentukan Piagam Madinah 
Sekitar tahun 620 M, beberapa orang Madinah, kebanyakan dari suku 
Khazraj datang ke Mekkah pada musim haji. Dari keterangan mereka beliau 
mengetahui bahwa mereka adalah sekutu kaum Yahudi. Ketika itu beliau 
memperkenalkan Islam dan membacakan ayat-ayat al-Qur’an dihadapan mereka, 
seraya beliau mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah. Mereka menyambut 
ajakan Nabi itu dengan baik dan mereka menyatakan diri masuk Islam. Kemudian 
mereka yang berjumlah enam orang, kembali ke Yastrib sebagai orang-orang yang 
telah beriman. Tiba di Yastrib mereka menceritakan kepada penduduk kota itu 
tentang Nabi dan ajaran agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk 
Islam.90  
Pada musim haji berikutnya tahun 621 M, datang pula 10 laki-laki Khasraj 
dan 2 orang laki-laki Aus. Setelah mereka bertemu dengan Nabi di Aqabat dan 
menyatakan diri masuk Islam, mereka juga melakukan baiat Aqabah pertama. 
Dalam baiat ini mereka mengakui kerasulan Muhammad dan berjanji tidak akan 
menyembah selain Allah dan tidak pula menyekutukannya, tidak akan mencuri, 
berzina, dan berbohong, serta tidak akan menghianati Nabi.91 
Pada musim haji tahun berikutnya, mereka yang menunaikan ritual tersebut 
makin bertambah jumlahnya. Konon jumlahnya mencapai 75 orang, yang terdiri 
dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada hari Tasyriq, Nabi mengajak 
mereka untuk menggelar pertemuan di Aqabah. Pertemuan tersebut dikenal sebagai 
                                                          
90J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit ombak, 2014), h. 58. 
91J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 59 
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ikrar Aqabah kedua, yang diantara isinya adalah kesetiaan kepada Nabi Muhammad 
saw. Diantara Nabi dan mereka mempunyai komitmen untuk saling melindungi. 
Jika ada pihak yang mengganggu, maka keduanya akan saling bahu-mambahu.92 
Mudahnya Islam diterima oleh penduduk Madinah karena mereka memang 
membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menuntun dan memimpin mereka.  
Hijrah Nabi muhammad saw ke Madinah pada tahun 622 M merupakan era 
baru dalam usaha beliau dalam mengefektifkan dakwah Islam, karena di kota ini 
beliau telah memperoleh dukungan kuat dari warganya. Dukungan tersebut tidak 
beliau peroleh secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dengan perlahan-lahan yang 
diawali dengan kesepakatan mereka dengan beliau ketika masih berada di Mekkah. 
Namun, dukungan tersebut belum membuat posisi beliau benar-benar mantap. 
Karena penduduk Madinah menurut pembagian genealogi maupun etnis dan 
keyakinan terbagi ke dalam beberapa kelompok sosial yang saling berbeda dalam 
cara berpikir dan kepentingan . untuk itu beliau membuat perjanjian tertulis yang 
dapat diterima oleh semua kelompok sosial yang bercorak mejemuk itu.93 
Tenang melihat kondisi masyarakat, sejuk menatap keadaan kaum muslim, 
Nabi jadi teringat sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat penting dalam konteks 
kehidupan di Madinah. Dialah kaum Yahudi. Nabi telah menyampaikan kepada 
mereka kedudukan dan hak-hak mereka. Beliau juga menghormati akidah, syiar 
agama, dan kitab mereka, Taurat. Bahkan setiap muslim diwajibkan beriman 
kepada kitab mereka ini, di samping kitab-kitab lain yang diturunkan Allah.94 
                                                          
92Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
(Cet. I;  Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 207. 
93J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 101. 
94Nizar Abazhah, Sejarah Madinah, (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2017),     h. 
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Nabi memandang perlunya sebuah persaudaraan yang dapat memperkuat 
Madinah sebagai kota yang didiami oleh berbagai kelompok agama dan suku. 
Merekapun menyepakati agar tidak ada gangguan dari pihak-pihak luar, khususnya 
kalangan pagan Quraisy Mekkah yang masih ingin memperlakukan umat Islam 
secara tidak manusiawi. Maka dari itu, dicetuskan sebuah piagam yang 
menyemangati kehidupan yang damai dan membela kedaulatan Madinah dari 
ancaman pihak luar.95 Membuat sebuah perjanjian antara seluruh masyarakat 
Madinah merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh Nabi untuk menyatukan 
masyarakat dan membuat negara Madinah menjadi aman dengan beberapa 
kesepakatan didalamnuya. 
Karena itu hati Nabi tergerak untuk lebih menyempurnakan ikatan sosial 
dalam tubuh negara Madinah. Dengan terperinci disampaikan hak dan kewajiban 
setiap kelompok, agar perselisihan baru tidak menyebar tanpa petunjuk 
penyelesaian, dibuatlah undang-undang sehingga menjadi pedoman para pemegang 
kekuasaan dalam mengambil keputusan, dan menjadi payung hukum bila mereka 
dipersalahkan.96 
Nabi memerintahkan agar undang-undang menyangkut kaum Muhajirin, 
Anshar, dan Yahudi ini ditulis secara jelas, transparan, dan detail. Ini adalah 
undang-undang pertama bagi sebuah negara berperadaban dalam arti modern, 
undang-undang Madinah yang baru tumbuh.97 Hal ini dilakukan Nabi agar tidak 
terjadi kecurangan sekaligus mencegah masyarakat Madinah melanggar perjanjian 
tersebut jika ditulis secara jelas. 
                                                          
95Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladann Muhammad saw 
h. 239. 
96Nizar Abazhah, Sejarah Madinah h. 384. 
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Beberapa ahli berbeda pendapat mengenai jumlah pasal atau poin yang ada 
di dalam Piagam Madinah, namun pada umumnya Piagam Madinah ditulis dalam 
47 pasal. Adapun perbedaan pendapat para ahli mengenai jumlah pasal dan poin 
dalam Piagam Madinah tidak mengurangi substansi dalam piagam tersebut karena 
perbedan tesebut didasari pada penyatuan beberapa poin atau pasal menjadi satu, 
atau memisahkan satu poin atau satu pasal menjadi beberapa pasal ataupun poin.  
Seperti yang ditulis oleh Reuben Levy dalam bukunya the Social Stukture 
of Islam (1957) ia hanya menulis 25 pasal, pengarangnya (Reuben Levy) meringkas 
pasal-pasal yang mengenai nama-nama kabilah dan suku Aus dan Khasraj dibagian 
hak-hak asasi manusia yiatu pasal 4-11. Meringkas nama-nama Yahudi di bagian 
mengakui hak-hak golongan kecil yaitu pasal 26-34. 
Sedangkan Prof. Dr. Abu Su’ud dalam bukunya “Islamologi, Sejarah, 
Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Islam”  (2003) beliau memetakkan 
isi Piagam Madinah menjadi 72 poin tanpa merangkum poin-poin tersebut dalam 
beberapa pasal.  
Sehingga perbedaan pendapat mengenai jumlah pasal atau poin dalam 
Piagam Madinah hanya berbeda terkait penulisannya. Penulis sendiri lebih 
mengikuti jumlah pada umumnya yaitu 47 pasal karena lebih sederhana dan lebih 
jelas.  
Piagam Madinah adalah sebuah piagam yang dianggap banyak pihak 
sebagai sebuah pencapaian spektakuler, karena mampu membuat sebuah 
kesepakatan diantara berbagai pihak yang selama ini tidak mungkin dipersatukan. 
Nabi semakin dikenal sebagai pihak yang merekatkan diantara berbagai kelompok, 
yang membuat namanya begitu harum di Jazirah Arab.98 
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Nabi Muhammad mengatur hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat 
Madinah, dan merekamnya dalam suatau dokumentasi yang dicatat dalam suber-
sumber sejarah. Tujuan dokumentasi ini adalah untuk menjelaskan komitmen 
masing-masing kelompok di Madinah dengan memberikan batasan hak-hak dan 
kewajiban.99 Nabi benar-benar memperhitungkan semua aspek yang ada dalam 
membuat perjanjia ini hingga semua lapisan masyarakat Madinah dapat dirangkul 
dan termuat dalam teks Piagam Madinah. 
Mengenai kapan penyusunan naskah Piagam atau perjanjian tertulis itu 
dilakukan oleh Nabi yang beliau sebut shahifat (lembaran tertulis) dan kitab tidak 
didapatkan data tentang ketentuan waktu dan tanggal yang pasti, apakah tahun 
pertama hijrah, sebelum perang Badar, atau sesudah perang Badar. Menurut Watt, 
para sarjana umumnya berpendapat bahwa Piagam itu dibuat pada permulaan 
periode Madinah, tahun pertama Hijrah.100 
Ath-thabari berkata “setelah kembali dari Badar, Rasulullah berdiam di 
Madinah. Ia membuat suatu perjanjian Yahudi ketika ia datang ke Madinah yang 
menetapkan bahwa mereka tidak akan membantu siapapun melawan Nabi, dan 
bahwa jika Madinah diserang oleh musuh, mereka akan membantunya. Namun, 
ketika Nabi membunuh bebepara orang musyrik Quraisy, orang-orang Yahudi 
memperlihatkan kejengkelan dan kebencian terhadap Nabi dan melanggar 
perjanjian.” Demikianlah teks Ath-thabari mendukung pendapat yang mengatakan 
bahwa perjanjian damai dengan Yahudi ditandatangani setelah Nabi datang ke 
Madinah, sebelum perang Badar.101 
                                                          
99Akram Dhiyauddin Umari, Madinan Society at the Time of the Prophet, terj. Mun’im A. 
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Sedangkan Hubert Grimne berpendapat bahwa perang itu dibuat setelah 
perang Badar. Hal ini didasarkan pada ketapan piagam artikel 23 dan 36 tentang 
posisi Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa kekuasaan beliau secara umum 
diakui. Kemudian artikel 19 memberi pengesahan untuk berperang di jalan Allah, 
dan sikap keras dituntut dari orang-orang mukmin di Madinah dalam menghadapi 
Quraisy setelah perang Badar.102 
Ulama paling awal yang meriwayatkan teks Piagam Madinah itu adalah 
Ibnu Ishaq. Tetapi, ia tidak meriwayatkannya melalui isnad. Ibnu Sayyid an-Nas 
dan Ibnu Katsir sama-sama mengaku telah meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dan 
keduanya juga meriwayatkan tanpa isnad. Al-Bahaqi merujuk kepada isnad 
dokumen Ibnu Ishaq yang menjelaskan hubungan antara kaum Muhajirin dan 
Anshar, tanpa memasukkan bagian yang berkaitan dengan Yahudi. Karena alasan 
itulah, maka kita tidak yakin bahwa ia mengambil dari sumber yang sama. Ibnu 
Sayyid an-Nas mengatakan bahwa Ibnu Abu Khaitsmah meriwayatkan dokumen 
tersebut melalui rentetan isnad berikut. “Ahmad bin Khattab Abu al-Walid 
meriwayatkan bahwa Isa bin Yusuf meriwayatkan dari bapaknya dan dari 
kakeknya, bahwa Rasulullah membuat perjanjian tertulis antara Muhajirin dan 
Anshar. Lebuh jauh ia menegaskan bahwa pejanjian itu sama dengan dokumen 
yang ditulis oleh Ibnu Ishaq.”103 
Menurut Ahmad Ibrahim al-Ayarif, naskah asli Piagam Madinah tidak 
diketahui, dan kandungan naskah hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tanpa 
menyebut sumber dan mata rantai periwayatannya. Banyak sumber lain juga 
merujuknya meskipun tanpa menyebut teksnya. Selain itu, gaya bahasa yang 
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digunakan sesuai dengan gaya bahasa pada masa Piagam Madianh dibuat, dan 
isinya juga sejalan dengan sturktur masyarakat Arab kala itu yang sangat terikat 
dengan kehidupan kekabilahan. Dengan jelas Piagam ini meneguhkan dan tidak 
hendak mengubah realitas kehidupan kekabilahan orang Arab kala itu.104                                                                                                                             
B. Konsep Piagam Madinah 
Piagam Madinah merupakan salah satu konstitusi yang paling modern dan 
barangkali yang pertama dalam sejarah konstitusi dunia. Piagam Madinah telah 
menjadi khazanah yang sangat baik untuk membangun sebuah negara yang disatu 
sisi menjamin kebhinekaan diantara warga negara, tetapi disisi lain memberikan 
jaminan kebebasan beragama. Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat 
penting, terutama dalam hal kesetaraan antar warga, kebebasan beragama dan 
jaminan keamanan.105 
Nabi Muhammad saw, dalam membuat piagam tersebut bukan hanya 
memperhatikan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat muslim, melainkan 
juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat non-muslim. Piagam itu menjadi 
landasan bagi tujuan utama beliau, yaitu mempersatukan penduduk Madinah secara 
integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen.106 Dari sisni terlihat jelas konsep 
multikultural yang ditanamkan Nabi dalam Piagam Madinah agar dapat 
merangkulseluruh masyarakat Madinah. 
Transformasi tersebut tidak hanya sekedar transformasi simbol dan nama 
belaka, tetapi lebih dari itu menjadi titik tolak transformasi nilai. Masyarakat 
Madinah yang mulanya hidup dalam ikatan-ikatan sosial yang serba terpisah antara 
satu kelompok dengan kelompok lainnya, lalu mereka disatukan oleh solidaritas 
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105Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
h. 26. 
106J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 124. 
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iman dan solidaritas politik. Bagi kalangan muslim, yang menjadi pengikat mereka 
adalah kesamaan iman. Sedangkan bagi kalangan non-muslim, yaitu konstitusi dan 
kesepakatan politik yang telah dicapai diantara kelompok yang terlibat dalam 
Piagam Madinah.107 
Usaha Nabi mempersaudarakan orang-orang mukmin dan membentuk 
mereka menjadi satu umat, kemudian mempersatukan orang-orang Yahudi dan 
sekutunya adalah satu umat bersama orang-orang mukmin melalui perjanjian 
tertulis, merupakan tindakan politik beliau untuk mengorganisasikan penduduk 
Madinah yang majemuk itu menjadi masyarakat yang teratur. Yang dimaksud 
masyarakat teratur apabila didalamnya terdapat sistem hubungan tertib sosial yang 
mencangkup semua kelompok untuk hidup bersama dan bekerja sama dalam satu 
wilayah. Agar hal ini dapat terwujud, sudah tentu harus ada peraturan yang 
mengatur hubungan sosial, hidup bersama, dan bekerja sama tersebut, serta 
kekuasaan sebagai organ masyarakat dalam mencapai tujuannya.108   
Menurut Majid Khadduri, setelah perjanjian segi tiga Muhajirin, Anshar, 
dan Yahudi itu ia uji secara cermat, tampak bahwa perjanjian itu lebih dari suatu 
perjanjian aliansi. Ia mengemukakan dua alasan berikut. Pertama, karena perjanjian 
itu merupakan suatu usaha Nabi untuk mengadakan rekomendasi antara suku-suku 
sebagai perjanjian persahabatan untuk meleburkan semua unsur pertentangan suku-
suku Arab di Madinah menjadi satu bangsa, dan perjanjian itu menjadi undang-
undang negara Islam dalam taraf embrio (persiapan). Kedua, perjanjian itu sebagai 
suatu aliansi antara suku-suku Arab sebagi satu golongan dan Yahudi sebagai satu 
                                                          
107Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
h. 6. 
108J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 76-77. 
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golongan. Tapi setiap suku dari Yahudi adalah satu bangsa dengan orang-orang 
beriman, sekalipun mereka (Yahudi) tetap dalam agama mereka.109 
Piagam tersebut telah menjadi inspirasi bagi banyak kalangan untuk 
membangun harmonisasi dan toleransi. Dalam masyarakat yang multikultural dan 
majemuk, piagam tersebut merupakan inspirasi agar kemajemukan menjadi 
kekuatan, alih-alih kelemahan.110 Piagam ini dibuat untuk menyatukan semua 
golongan tanpa memandang status maupun agama mereka yang termuat di dalam 
perjanjian ini. 
Dengan demikian, Piagam Madinah ini merupakan kontrak politik pertama 
dalam arti yang sesungguhnya. Dalam Piagam tersebut Nabi berhasil menempatkan 
dua kelompok Aus dan Khasraj dalam satu nota kesepakatan untuk hidup 
berdampingan secara damai dan membangun hubungan ekonomi yang sehat. Suku-
suku Madinah dan kaum Yahudipun dirangkul tanpa ada yang tertinggal. Tidak 
dibenarkan menyulut api permusuhan diantara seluruh peserta nota kesepakatan 
tersebut. Sebaliknya, mereka harus hidup dalam semangat solidaritas dan kerjasama 
yang kuat untuk menghadapi setiap ancaman dari luar, serta berjanji untuk 
merapatkan barisan pertahan.111 
Piagam ini dibuat untuk kemaslahatan umat yang ada di Madinah, untuk 
menyatukan mereka yang dulunya saling bermusuhan dan berperang menjadi 
bersaudara dan saling melindungi satu sama lain. 
Piagam Madinah merupakan dokumen yang sarat dengan nilai-nilai dasar 
etika politik itu, mencantumkan dua prinsip pokok yaitu hak dan kewajiban asasi 
warga negara serta hubungan antar negara dengan warga negara. Warga negara 
                                                          
109J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 125. 
110Achmad Taqiyudin, dkk. Antara Mekkah dan Madinah, (Cet. I; Jakarta: PT. Gelora 
Aksara Pratama 2009), h. 107. 
111Nizar Abazhah, Sejarah Madinah h. 388. 
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dalam Piagam Madinah itu meliputi muslim (Muhajirin dan anshar) dan non-
muslim (Yahudi). Isi perjanjian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Hak  warga negara 
a. Mendapat perlindungan terhadap agama, jiwa dan harta atau 
kekayaannya. 
b. Kebebasan beraama, berbuat dan berpendapat. 
c. Mendapat bentuan pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain. 
2. Kewajiban warga negara 
a. Membela dan mempertahankan negara 
b. Membiayai negara 
c. Memelihara perdamaian dan keamanan 
3. Perlakuan negara terhadap warga negara 
a. Keadilan 
b. Persamaan 
c. Pertolongan 
d. Persaudaraan 
e. Permusyawaratan112 
Menurut Dr. Hasan Ibrahim Hasan dalam bukunya “Tarikh Al-Islam As-
Siyasiy” menegaskan bahwa dengan piagam ini secara resmi berjalanlah suatu 
negar yang teratur di Madinah. Dia menyimpulkan isi Piagam Madinah itu menjadi 
4 buah pokok: 
1. Mempersatukan seganap muslimin yang berbagai golongan dan suku 
bangsanya menjadi satu “ummat” yang bersatu hati.  
2. Menghidupkan semangat bantu-membantu dan hidup jamin-menjamin 
di antara rakyat yang baru itu atas dasar keagamaan. 
                                                          
112Susmihara, Jurnal Rihlah Etika Politik daalam Sejarah Islam (Vol. III No. 1 Oktober 
2015), h. 6. 
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3. Menetapkan bahwa masyarakat/negara memikulkan kewajiban atas 
masing-masing rakyat supaya ikut memanggul senjata mempertahankan 
keamanan dan melindunginya dari serbuan yang datang dari luar. 
4. Menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-
pemeluk agama lainnya di dalam segala kepentingan duniawi, bersama 
kaum muslimin.113 
Sedangkan Dr. Muhammad Jamaluddin menyimpulkan isi Piagam Madinah 
menjadi 8 prinsip:  
1. Menyatakan bahwa segenap kaum muslimin adalah ummat yang satu. 
2. Menegakkan masyarakat Islam yang solider dan kolektif.  
3. Mengakui hak-hak asasi kaum Yahudi, dan menggemarkan mereka 
memeluk agama Islam. 
4. Mengakui kebebasan bagi kaum Yahudi. 
5. Memulangkan penyelasaian segala soal dan sengketa kepada Nabi 
Muhammad Saw sebagai kepala negara. 
6. Memperkuat pertahanan dan bersikap waspada terhadap musuh 
Quraisy. 
7. Pertahanan negara adalah tanggung jawab atas seluruh warga negara. 
8. Kota Madinah sebagai ibu kota negara harus dipertahankan dan 
dijunjung kehormatannya.114 
Penulis sendiri menyimpulkan isi Piagam Madinah itu menjadi 8 buah 
pokok, diantaranya: 
1. Jaminan atau perlindungan Allah itu satu, dia melindungi orang lemah 
di antara mereka. 
                                                          
113Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah konstitusi Tertulis Pertama di Dunia (Cet. I; 
Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), h160-161. 
114Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah konstitusi Tertulis Pertama di Dunia h. 161. 
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2. Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu. 
3. Orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan 
persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong 
musuh mereka. 
4. Yahudi bani Auf satu ummat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum 
Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, 
termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku 
zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesunguhnya orang yang 
demikian hanya akan mencelakaan diri dan keluarganya. 
5. Tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan 
siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas 
diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah 
memandang baik (ketentuan) ini. 
6. Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati 
dan diperlakukan secara jahat. 
7. Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong menolong 
untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yastrib. 
8. Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari 
pihaknya sendiri. 
 
 
 
 
 
C. Respon Masyarakat Madinah 
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Salah satu hal penting yang dilakukan Nabi di Madinah adalah membangun 
sumber daya manusia, membentuk kepribadian Islam yang jauh dari tradisi Jahiliah, 
jauh dari dorongan nafsu jahat, keluh kesah, kebodohan, dan kemalasan. Beliau 
ingin membangun sebuah tatanan masyarakat yang kukuh, yang memiliki rasa 
kekeluargaan kuat dan hubungan sosial yang erat, yang dibina mulai dari pribadi-
pribadi lalu berlanjut kelingkup rumah tangga. Masyarakat yang kelak mengibarkan 
panji Al-Qur’an dan menaklukkan dunia dengan membawa sejuta peradaban.115 
Madinah pada masa Nabi ditandai dengan kehidupan beragama yang gegap-
gempita. Masjid dijadikan sebagai pusat pengenalan ajaran Islam yang mengajak 
umatnya pada ketauhidan dan kehidupan yang damai. Di samping itu, adanya 
komunikasi yang bersifat intensif antara Nabi dengan pihak-pihak yang berada di 
Madinah. Begitu pula, terbit komitmen bersama untuk melawan segala bentuk 
kezaliman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengganggu ketenangan hidup 
di Madinah.116 Masyarakat Madinah sangat merespon baik ajaran yang dibawa oleh 
Nabi, terbukti dari banyaknya masyarakat Madinah yang mulai memluk Islam, 
mendalami ajaran beliau dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari hingga 
terciptalah kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. 
Dengan adanya Piagam Madinah, orang-orang Yahudi dan orang-orang 
Mukmin kemudian bersatu. Penduduk Madinah yang majemukpun menjadi 
masyarakat yang teratur, dapat hidup bersama dan bekerja sama dalam satu wilayah 
untuk mencapai tujuan bersama.117 orang-orang yang dulunya saling mencaci dan 
bermusuhan, setelah adanya Piagam Madinah mereka mulai kompak menjalankan 
kehidupan bermasyarakat. 
                                                          
115Nizar Abazhah, Sejarah Madinah h. 79. 
116Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
h. 24. 
117J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 77. 
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Masyarakat hidup akur, kompak, dan harmonis. Setiap rumah nyaman 
dihuni, tak ada yang merasa asing. Tak ada keunggulan ras dan asal-usul. Tak ada 
yang merasa berkedudukan lebih tinggi. Tak ada yang berharta lebih berlimpah. 
Sikap arogansi, tinggi hati, merasa lebih terhormat, dan segala hal yang berbau 
Jahiliah telah ditinggalkan.118 
Dalam pada itu, Nabi Muhammad saw diakui oleh penduduk Madinah 
sebagai pemimpin merka. Posisi ini jelas termuat dalam piagam yang diakui oleh 
semua golongan, yaitu pasal 23 dan 42 yang memberi wewenang kepada beliau 
untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian yang timbul diantara 
orang-orang yang terlibat dalam Piagam Madinah.119 
Masyarakat Madinah merasa tertolong setelah datangnya Nabi dan 
dibuatnya Piagam Madinah yang mengatur tatanan masyarakat, sehingga mereka 
tidak lagi berada dalam masa krisis seperti sebelum datangnya Islam. Hal ini 
ditandai dengan diakuinya Nabi sebagai pemimpin negara dan Piagam Madinah 
sebagai undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan yang ada di Madinah. 
  
                                                          
118Nizar Abazhah, Sejarah Madinah h. 87. 
119J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 76 
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BAB IV 
NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DALAM PIAGAM MADINAH 
A. Aspek Keberagaman 
Orang Arab secara sosial terikat dengan dengan kehidupan kekabilahan, 
yaitu kehidupan bersama dalam kelompok yang diikat dengan tali keturunan 
sedarah. Ikatan kekabilahan pulalah yang menjadi unit politik utama masyarakat 
Arab menjelang kemunculan Islam.120 
Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai mahluk sosial 
membutuhkan kerja sama antara satu dengan yang lainnya. Setiap kelompok dapat 
dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang mereka anut, dari segi etnis, dan 
geografis mereka, dari segi prinsip politik mereka, dari segi kepentingan 
kepentingan ekonomi mereka, dari segi pola berpikir dan pandangan hidup mereka, 
dari segi adat istiadat mereka, dan segalanya.121  
Komunitas penduduk yang menetap di Madinah pada permulaan Nabi 
menetap di kota itu adalah pertama, kaum Arab Madinah yang telah memeluk Islam 
yang disebut kaum Anshar. Kedua, orang-orang Arab Mekkah yang muslim yang 
disebut kaum Muhajirin. Ketiga, orang-orang Arab Madinah penganut paganisme. 
Keempat, golongan munafik, kelima golongan Yahudi yang terdiri dari berbagai 
suku baik bangsa Yahudi maupun orang Arab yang menjadi orang Yahudi. 
Keenam, penganut agama Kristen minoritas.122 Hal ini membuktikan bahwa 
masyarakat Madinah adalah masyarakat yang beragam, jadi pola berfikir 
                                                          
120Abdul Azim, Chiefdom Madinah (Cet. I; jakarta: PT. Pustka Alfabet, 2016), h. 197. 
121J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit ombak, 2014), h. 144. 
122J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 65-66. 
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merekapun berbeda-beda hingga dibutuhkan penanganan yang tepat untuk 
merangkul mereka semua. 
Sejak kehadiran Islam, agama ini telah membawa transformasi radikal 
dalam kehidupan individual dan sosial. Ia telah merombak secara total perilaku 
keseharian dan kebiasaan-kebiasaan yang berakar dalam, sebagaimana juga 
merombak standar-standar, penilaian, dan cara pandang seseorang terhadap alam, 
hidup, dan manusia itu sendiri. Demikian pula struktur masyarakat juga tidak luput 
dari perombakan ini.123  
Transformasi tersebut tidak hanya sekedar transformasi simbol dan nama 
belaka, tetapi lebih dari itu menjadi titik tolak transformasi nilai. Masyarakat 
Madinah yang mulanya hidup dalam ikatan-ikatan sosial yang serba terpisah antara 
satu kelompok dengan kelompok lainnya, lalu mereka disatukan oleh solidaritas 
iman dan solidaritas politik. Bagi kalangan muslim, yang menjadi pengikat mereka 
adalah kesamaan iman. Sedangkan bagi kalangan non-muslim, yaitu konstitusi dan 
kesepakatan politik yang telah dicapai diantara kelompok yang terlibat dalam 
Piagam Madinah.124 
Madinah mempunyai penduduk yang heterogen dalam hal etnis dan bangsa, 
asal daerah, ekonomi, agama dan keyakinan serta adat kebiasaan. Kondisi ini 
menyebabkan tiap golongan memiliki cara berpikir dan bertindak sendiri dalam 
mewujudan kepentingannya sesuai dengan filosofi hidupnya yang depengaruhi oleh 
keyakinan yang dianutnya, kulturnya dan tuntutan situasi.125 
                                                          
123Akram Dhiyauddin Umari, Madinan Society at the Time of the Prophet, terj. Mun’im A. 
Sirry, Masyarakat Madani (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 68. 
124Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
(Cet. I;  Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 6. 
125J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit ombak, 2014), h. 70. 
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Dengan dibuatnya Piagam Madinah seluruh penduduk yang berbeda-beda 
di negara Madinah disatukan sesuai dengan isi Piagam Madinah pada pasal 1 yaitu 
“sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (ummah), bebas dari (pengaruh 
dan kekuasaan) menusia lainnya” dari sini dapat disimpulkan bahwa seluruh 
masyarakat Madinah yang berbeda suku, ras, agama, dan budayanya dapat 
dipersatukan menjadi satu ummat oleh Piagam Madinah. 
Penduduk Madinah mempunyai latar belakang asal-muasal yang berbeda, 
tetapi hubungan keyakinan yang tertanam dalam diri mereka telah menghilangkan 
sekat-sekat kesukuan dan kebangsaan diantara mereka itulah salah satu kekuatan 
perjumpaan batin yang mampu menghancurkan fanatisme kelompok yang selama 
ini kerapkali menjadi pemicu konflik dan kekerasan.126  
Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting, terutam dalam hal 
kesetaraan antarwarga, kebebasan beragama dan jaminan keamanan.127 Ketiga hal 
ini menjadi nilai yang sangat penting, untuk menyatukan masyarakat heterogen di 
Madinah yang berbeda suku, agama dan budayanya. 
Piagam Madinah mengakui hak-hak kebebasan beragama dan 
berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya 
keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban 
kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan 
kesatuan semua warga dan prinsip-prinsinya untuk menghapuskan tradisi dan 
peraturan kesukuan yang tidak baik.128 
                                                          
126Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
h. 234. 
127Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
h.  26. 
128J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 131. 
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Perbedaan dan kemajemukan bukanlah laknat dan ancaman bagi kehidupan. 
Perbedaan dan kemajemukan merupakan anugrah Tuhan yang harus disikapi 
dengan baik. Intinya adalah kebersamaan untuk membangun sebuah negara atau 
bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak setiap orang dan kelompok yang hidup di 
dalamnya.129 
B. Aspek Toleransi 
Ada banyak ikatan yang dapat menggabungkan masyarakat menjadi satu. 
Masyarakat berkelompok sesuai dengan suku, kebangsan, negara atau 
kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan bisa saja bergabung di bawah satu 
bendera karena agama atau kepentingan bersama. ikatan kekeluargaan atau 
kesamaan asal-usul leluhur juga merupakan salah satu ikatan yang menjadi dasar 
masyarakat terdahulu.130  
Masyarakat Arab sebelum Islam terdiri dari berbagai kabilah, setiap kabilah 
membanggakan ‘ashabiyyat (kefanatikan kepala keluarga, suku dan golongan) dan 
nasab (asal keturunan) sehingga mereka terjerumus ke dalam pertentangan, 
kekacauan politik, dan sosial. Masyarakat mereka yang berdasarkan ‘ashabiyyat itu 
tidak mengenal adanya persamaan antara sesama manusia. Satu kabilah dengan 
kabilah lainnya tidak saling melindungi. Suatu kabilah adalah musuh bagi kabilah 
lain yang harus dilenyapkan, karena setiap kabilah menganggap dirinya lebih 
unggul dari kabilah lain.131 
Pada masa Islam, Madinah adalah kota yang namanya harum semerbak 
bunga mawar. Di tengah kegagalan Jazirah Arab lainnya dalam membangun sebuah 
                                                          
129Zuhairi Misrawi, Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad saw 
h. 304. 
130Akram Dhiyauddin Umari, Madinan Society at the Time of the Prophet, terj. Mun’im A. 
Sirry, Masyarakat Madani h. 87. 
131J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 171. 
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kota, maka Madinah termasuk salah satu kota yang relatif berhasil membangun 
kehidupan yang aman dan tentram. Bahkan, penduduk Mekkah yang dulunya 
mengusir dan mengancam Nabi merasa terheran-heran dengan pencapaian yang 
telah dihasilkan beliau dalam membangun sebuah masyarakat dengan berbasis pada 
keyakinan, moralitas, dan norma.132 
Masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhamad, terdiri dari 
berbagai kelompok sosial yang berbeda agama, dan keyakinan, etnis, geografis, 
tingkat kehidupan ekonomi, pola berpikir, dan prinsip politik. Mereka bersatu di 
bawah kepemimpinan Nabi setelah beliau dan mereka sepakat membuat suatu 
perjanjian tertulis (Piagam Madinah) agar mereka dapat membentuk kerjasama 
dalam berbagai aspek kehidupan.133 
Madinah dikenal kemudian dalam arti kota, yaitu tempat yang mana di 
dalamnya terdapat aturan dan konsensus yang menjamin keamanan dan ketertiban. 
Kata kuncinya adalah kehendak untuk hidup bersama secara damai.134 
Cita-cita Nabi dalam membangun sebuah masyarakat yang mampu 
memadukan antara spiritualitas dan moralitas publik ahirnya terwujud di Madinah. 
Pada masa Islam inilah, Madinah menemukan jati dirinya sebagai kota yang 
memberikan harapan bagi para penduduknya. Ketentraman dan kedamaian 
merupakan salah satu karakter yang menonjol di kota ini.135 
Perjanjia masyarakat yang terjadi antara Nabi dan komunitas-komunitas 
penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan 
                                                          
132J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an h. 195. 
133J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
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terorganisir, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Dikatakan demikian 
karena mereka tidak mempunyai pemerintah dan pemimpin yang dapat 
mempersatukan mereka dalam kehidupan yang teratur dan terorganisir.136 
Piagam tersebut menggaris bawahi hak orang-orang muslim dan orang-
orang Yahudi yang terlibat di dalam perjanjian. Mereka yang terlibat di dalam 
perjanjian disebut ummah, meskipun diantara mereka adalah kelompok minoritas 
di Madinah.137  
Pasal 24 yaitu “warga negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya 
bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan”. Pada 
pasal ini kaum Yahudi dan kaum mukmin yang saling bermusuhan, tanpa 
memandang agama dan suku masing-masing saling bekerja sama dan tanggung-
menanggung dalam memikul biaya peperangan melawan kaum musyrikin. Dari 
pasal ini sangat tampak bahwa Piagam Madinah tidak dibuat untuk kaum muslimin 
saja tetapi seluruh masyarakat Madinah dan aspek toleransi sangat menonjol di 
dalamnya.  
Kedudukan dan hubungan mereka sebagai ummat yang satu adalah dalam 
kehidupan sosial dan politik. Faktor perekat sosial yang mempersatukan mereka 
menjadi ummat yang satu bukanlah faktor agama, melainkan faktor unsur 
kemanusiaan. Ketika membahas konsep ummat, agama merupakan salah satu faktor 
perekat sosial, tetapi bukan satu-satunya. Masih ada faktor perekat soaial lain yang 
lebih universal, yaitu unsur kamanusiaan.138   
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Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi yang menegaskan visi Islam 
sebagai agama yang selalu mengedepankan toleransi dan kebersamaan, yang mana 
relasi antar kelompok tidak hanya berdasarkan keyakinan sebuah agama, tetapi 
berdasarkan prinsip kemanusiaan.139 
Ketetapan Piagam Madinah yang bertujuan mewujudkan persatuan dan 
persaudaraan antara pemeluk agama dan keyakinan segenap penduduk Madinah, 
dalam arti persatuan dan persaudaraan sosial dan kemanusiaan. Orang-orang 
mukmin dan Yahudi bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka 
berperang. Mereka harus bekerja sama dan tolong-menolong dalam menghadapi 
orang yang menyerang terhadap pemilik Piagam.140 Seluruh penduduk Madinah 
yang terdiri dari berbagai suku dan agama, saling melindungi dari segala macam 
ancaman, mereka juga harus saling menasehati dalam hal kebaikan dan 
memperingati akan perbuatan dosa. 
Madinah merupakan simbol dari masyarakat yang berperadaban tinggi. 
Yaitu masyarakat yang mempunyai konsensus untuk menerima perbedaan dan 
kemajemukan, yang peling menojol dari konsensus tersebut adalah pentingnya 
kesetaraan dan spirit kewargaan.141 
Tentu saja konsep persamaan dan kesejajaran tersebut harus tetap berpegang 
pada prinsip menghormati yang tua, menempatkan mereka pada posisi yang layak, 
dan tidak melampaui mereka.142 
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  Kehidupan umat di Madinah dibangun di atas prinsip saling menghargai, 
saling menghormati, dan saling menerima. Ketiga hal tersebut merupakan sebuah 
indikasi kuat toleransi dalam sebuah masyarakat. Nabi telah menjadikan Madinah 
sebagai laboratorium toleransi yang paling otentik, karena nilai-nilai tersebut dapat 
diterapkan di Madinah.143 Hal ini dapat terjadi karena adanya perjanjian yang 
terjalin antar masyarakat, Piagam Madinah inilah yang merangkul seluruh 
kelompok masyarakat di Madinah. 
Cita-cita Nabi dalam membangun sebuah masyarakat yang mampu 
memadukan antara spiritualitas dan moralitas publik ahirnya terwujud di Madinah. 
Pada masa Islam inilah, Madinah menemukan jati dirinya sebagai kota yang 
memberikan harapan bagi para penduduknya. Ketentraman dan kedamaian 
merupakan salah satu karakter yang menonjol di kota bersejarah ini.144   
C. Aspek Keadilan 
Piagam Madinah berfungsi sebagai dasar hukum dan konstitusi negara 
Madinah dalam mempersatukan penduduk Madinah dari semua golongan. Karena 
di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang mengatur jalannya pemerintahan di 
bawah pimpinan Nabi Muhammad saw.145 
Untuk memeperkukuh bangunan masyarakat baru tersebut Nabi menyusun 
asas-asas pedoman hidup. Yaitu asas persamaan hak dan kewajiban pada seluruh 
tingkat masyarakat dan harus dipenuhi oleh setiap individu sesuai kedudukan 
masing-masing. Kemudian di atas persamaan asasi ini, setiap orang berlomba untuk 
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untuk menjadi yang tertinggi poin amal saleh dan ketakwaannya.146 Asas ini 
kesemuanya termuat dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh seluruh penduduk 
Madinah yang beragam bersama dengan Nabi Muhammad, yang dikenal dngan 
nama Piagam Madinah. 
Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan, 
Muhajirin-Anshar-Yahudi dan sekutunya bersama Nabi. Ia adalah dokumen yang 
menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban 
mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi.147 
Prinsip keadilan menjadi salah satu sistem perundang-undangan negara 
Madinah. Semua warga negara, baik muslim maupun non-muslim diperlakuka 
secara adil dengan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan dalam 
kehidupan sosial politik. Keadilan bukan hak satu golongan saja, melainkan hak 
setiap orang.148 
Salah satu asas penting yang dipegang kuat masyarakat Madinah adalah 
berlaku adil dan memberlakukan hukum secara setara, dari kelas teri hingga kelas 
kakap, dari kalangan jelata hingga kalangan istana. Jika Islam telah mencabut 
tradisi Jahiliah hingga keakar-akarnya maka bersama itu pula ia mencabut tradisi 
menuntut balas.149 
Sadar bahwa manusia merupakan subjek utama peradaban, Nabi berfokus 
kepada titik penentu ini. Yakni manusia yang satu sama lain memiliki potensi sama 
untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Karena itu beliau tidak pernah menghina 
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seseorang, bercita-cita tinggi memberi petunjuk kepada semua orang, menebarkan 
cinta kasih baik kepada yang muslim maupun yang musyrik.150 
Aspek keadilan menjadi salah-satu prinsip yang penting dalam Piagam 
Madinah, semua warga negara diperlakukan secara adil dalam memperoleh hak 
perlindungan, hak persamaan baik itu muslim maupun non-muslim selama mereka 
mematuhi isi dari perjanjian. Sebagaimana isi Piagam Madinah pada pasal 16 yakni 
“kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan 
dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari 
pergaulan umum.” Artinya, keadilan bukan hak satu golongan saja tetapi hak setiap 
manusia.  
Salah satu isi dari piagam Madinah adalah larangan untuk saling membunuh 
baik itu sesama muslim maupun dari penganut agama lain, piagam ini juga tidak 
membenarkan membuat perjanjian yang dapat merugikan semua penduduk 
Madinah. 
Seperti yang dilakukan oleh beberapa penduduk Yahudi di Madinah yang 
tidak mematuhi perjanjian bersama tersebut. Dalam tiga kali peperangan besar yang 
terjadi antara kaum muslimin dan orang Quraisy Mekkah, golongan Yahudi dan 
golongan munafik membantu orang-orang Mekkah secara aktif maupun pasif.151 
Sehingga kaum Yahudi tersebut diusir dari Madinah karena pelanggaran tersebut. 
Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi di antara manusia. 
Golongan Islam dan penduduk lain sama-sama diakui hak-hak sipilnya, tidak satu 
golonganpun diistimewakan.152 Karenanya tidak ada kelebihan seorang individu 
dari individu yang lain, suatu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit 
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yang lain, seorang tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas 
dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak 
seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau 
menghinanya.153 Oleh karena itu Piagam Madinah sangat memperhatikan aspek 
keadilan dalam setiap butir perrjanjiannya, karena semua manusia adalah mahluk 
yang sama derajatnya dengan manusia lainnya.  
D. Aspek Keselamatan 
Masyarakat Yastrib sebelum kedatangan Islam, mempunyai struktur sosial 
dan kultur yang berbeda-beda karena penduduknya yang heterogen. Tidak ada 
peraturan dan pemimpin yang mengatur seluruh masyarakat sehingga konflik dan 
peperangan terjadi tak terkendali. Masyarakat Yastrib membutuhkan seorang yang 
adil untuk menyelamatkan mereka dari kekacauan tersebut.   
Ketika penduduk Yastrib melaksanakan ibadah Haji di Mekkah mereka 
bertemu dan terkesan oleh perangai Nabi. Yang menarik dari pertemuan tersebut, 
yaitu masuknya beberapa orang dari mereka ke dalam Islam dan mereka sepakat 
untuk mengakhiri perseteruan yang telah menelan korban dan kerugian yang tidak 
sedikit. Mereka mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana dulu mereka 
pertama kali datang ke Yastrib untuk mengadu nasib.154  
Pada musim haji tahun 622 M, datang segerombolan haji sebanyak 73 orang 
baik yang sudah Islam maupun yang belum. Mereka didampingi oleh Mus’ab bin 
‘Umair. Kedatangan mereka kali ini untuk mengajak Nabi agar beliau berkenan 
hijrah ke Yastrib.155 Hal tersebut menunjukkan keseriusan orang-orang Yastrib 
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terhadap kondisi di negara mereka yang membutuhkan sosok pemimpin agar dapat 
menyelamatkan mereka dari kondisi yang kacau.  
Pada perjanjian Aqabah kedua, penduduk Yastrib mengakui Nabi sebagai 
pemimpin mereka dan akan menjaga keselamatan beliau dan para pengikutnya. 
Nabi juga berjanji bahwa beliau akan memerangi siapa yang mereka perangidan 
akan berdamai dengan siapa saja yang mereka ajak berdamai.156 Hal ini 
menandakan adanya persekutuan antara Nabi dan penduduk Yastrib yang telah 
memeluk Islam dan dari sini misi hijrahpun dimulai oleh Nabi bersama pengikutnya 
di Mekkah. 
Hijrah dalam konteks Muhammad saw dan pengikutnya bukalah sekedar 
perpindahan dari Mekkah menuju Yastrib. Lebih dari itu, hijrah merupakan sebuah 
upaya untuk menyelamatkan diri dari penindasan yang dilakukan orang-orang 
Quraisy Mekkah, yang kerapkali mengancam jiwa Nabi dan pengikutnya. Langkah 
tersebut untuk meneguhkan, bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang 
mengajak setiap manusia pada kemuliaan nilai.157 Sebeum sampai ke Yastrib Islam 
sudah mengedepankan nilai keselamatan tidak hanya untuk Nabi saja tetapi kepada 
seluruh umat Islam di Mekkah yang jelas-jelas penduduk Quraisy di Mekkah 
meneror dan memusuhi umat Islam. 
Sikap kelompok-kelompok yang ada di Yastrib ketika kedatangan Nabi dan 
pengikutnya, ada yang bergembira dan ada pula yang tidak senang seperti 
‘Abdullah bin Ubay karena kedatangan Nabi mementahkan rencananya untuk 
menjadi raja Madinah. Dalam pada itu kaum Yahudi sebagai raja-raja dagang juga 
ingin berkuasa atas kota Madinah.158 Kedatangan Nabi memberikan pengaruh besar 
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terhadap penduduk Madinah sehingga beberapa orang merasa cemas dan terancam 
atas posisinya. 
Tipe masyarakat Madinah yang heterogen memerlukan penataan dan 
pengendalian sosial secara bijak dengan membuat undang-undang dan peraturan 
yang dapat menciptakan rasa aman dan keadaan damai atas dasar keserasian dan 
keadilan dan dapat diterima oleh semua golongan. Untuk mewujudkan masyarakat 
teratur diperlukan terciptanya rasa aman, keadaan damai, keadilan yang 
menyeluruh, undang-undang dan siasat yang berkaitan dengan pengaturan kerja 
sama antara kelompok-kelompok sosial untuk menjamin kepentingan bersama, 
serta pemimpin yang berwibawa untuk melaksanakannya.159 Undang-undang yang 
dimaksud disini adalah Piagam Madinah yang ditetapkan oleh Nabi bersama 
penduduk Madinah dengan Nabi sendiri sebagai pemimpin negara tersebut. 
Keberhasilan Nabi membangun masyarakat Madinah sungguh 
mencengangkan. Sebab, Madinah sebenarnya bukanlah suatu komunitas yang 
hidup harmonis. Disini beliau harus berhadapan dengan berbagai muslihat licik, 
perang dingin, dan musuh dalam selimut, yang justru lebih mengancam dibanding 
perang terbuka.160 Nabi melakukan strategi jitu untuk menyatukan semua kalangan 
yang ada di Madinah dengan mengganti prinsip kesukuan menjadi prinsip ummah 
yaitu mempersatukan seluruh penduduk sebagai satu umat bernegara. 
 Nabi mulai mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Ini sangat penting 
untuk menata dan mengelola suatu masyarakat. Dan persaudaraan yang terjalin atas 
dasar hubungan perjuangan jiwa dan harta lebih kuat efeknya dibandingkan 
hubungan nasab. Dengan jalan ini Nabi berhasil mengatasi krisis keuangan dalam 
kaum Muhajirin yang datang ke Madinah tanpa membawa apapun selain pakaian 
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yang mereka kenakan.161 Dengan persaudaraan ini kaum Muhajirin terselamatkan 
dari krisis ekonomi yang mereka derita karena mereka berhijrah tanpa membawa 
harta benda mereka di Mekkah. 
Karena itu, Piagam Madinah menetapkan bahwa orang-orang mukmin 
adalah penolong atau pembela terhadap orang-orang mukmin lain, (pasal 15). 
Ketetapan ini tentu memperkokoh langkah Nabi yang mempersaudarakan kaum 
Muhajirin dan Anshar secara nyata dan efektif.162 Persaudaraan yang kuat 
dikalangan muslim merupakan keniscayaan dan keharusan agar tidak terjadi fitnah 
dan kerusakan besar di muka bumi. 
Nabi Muhammad melihat bahwa sistem kehidupan di Madinah tidak 
manusiawi. Maka ketika beliau berhijrah ke Madinah dan kemudian membuat 
perjanjian tertulis, beliau menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh 
stastus yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial. Prinsip persamaan ini 
termuat dalam pasal 46 yaitu “bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) 
mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik ahahifat ini”.163 
Ketetapan ini selain bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu persamaan akan hak 
hidup, perlindungan, keamanan jiwa baik muslim maupun non-muslim.  
Piagam Madinah menyerukan agar kabilah manapun mencegah anggotanya 
dari berbuat kezaliman dan tidak memberikan pembelaan bagi pelakunya walaupun 
anak sendiri. Disatu sisi, piagam ini menghormati tradisi lama yang berupa 
pembalasan setimpal (qishash) dan jiwar, tetapi di sisi lain piagam ini menekankan 
pembelaan terhadap setiap orang yang teraniaya.164 Piagam Madinah menegakkan 
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keadilan, melindungi seluruh hak dan kewajiban semua golongan yang terlibat di 
dalam perjanjian tersebut. 
Dalam Piagam Madinah termuat prinsip ajakan memeluk Islam, keamanan 
menjalankan ajaran Islam bagi pemeluknya, jaminan kebebasan beragama bagi 
pemeluk agama lain (jika tidak bersedia memeluk Islam), penegakan akhlak mulia, 
dan persaudaraan antar anggota masyarakat merupakan tujuan otoritas yang ingin 
dicapai Muhammad melalui perjanjian ini.165 Disini terlihat bahwa Piagam 
Madinah tidak hanya melindungi kaum muslim saja tapi juga melindungi penganut 
agama lain.  
Piagam Madinah juga menggaris bawahi pentingnya perdamaian. Berbeda 
dengan perdamaian yang hanya bersifat normatif, piagam ini secara tegas 
mempunyai komitmen untuk membangun perdamaian setidaknya bagi kelompok 
yang terlibat dalam perjanjian. Di dalam naskah naskah piagam disebutkan “ dan 
barang siapa keluar dan tinggal di Madinah, ia berhak mendapat jaminan kamanan, 
kecuali bagi siapa yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Allah swt akan 
senantiasa memberikan pahala bagi siapa yang melakukan kebajikan dan takwa”. 
166 Piagam ini telah melahirkan politik perdamaian untuk melindungi seluruh umat 
yang berada di Madinah. 
Selain kebebasan dan perlindungan terhadap seluruh penduduk Piagam 
Madinah juga memuat kebebasa dari kekurangan. Hal ini dapat dilihat dalam 
ketetapan Piagam Madinah yang menyatakan di pasal 12 bahwa “sesungguhnya 
orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang di antara mereka 
menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi 
memberinya bantuan dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau 
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membayar diat”.167 Kebebasan dari kekurangan maksudnya adalah seluruh orang 
mukmin yang mampu atau berekonomi kuat, agar menolong orang mukmin lain 
yang kekurangan karena terbebani oleh hutang dan membutuhkan bantuan materi. 
Saling tolong menolong sebagai akulturasi dari adanya kebersamaan, 
hubungan, dan persahabatan yang harmonis di antara kelompok-kelompok sosial 
tampaknya menjadi menjadi cita-cita Nabi melalui ketetapan Piagam Madinah 
untuk menggantikan tatanan masyarakat Jahiliah yang penuh dengan konflik dan 
permusuhan antar sukuprinsip ini termuat dalam pasal 15 yaitu “sesungguhnya 
prlindungan Allah itu satu. Dia melindungi mereka yang lemah. Sesungguhnya 
orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap 
sebagian yang lain, bukan golongan yang lain.”168  
Dalam Piagam Madinah terdapat banyak prinsip termasuk melindungi yang 
lemah, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan dan jaminan perlindungan 
kepada seluruh masyarakat Madinah yang terlibat dalam piagam tersebut. Dari sisni 
tampak jelas bahwa nilai-nilai keselamatan tertuang dalam Piagam Madinah untuk 
melindungi dan mengstabilkan keadaan di negara Madinah yang dipimpin langsung 
oleh Nabi Muhammad saw. 
 
  
  
                                                          
167J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an  h. 181. 
168J. Suyuti Pulunan, Prinsi-Prinssp Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari 
Pandangan Al-Qur’an  h. 218-219. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang beragam, kondisi 
tersebut dapat ditinjau dari kondisi politik, ekonomi, agama dan penduduk, 
ditandai dengan banyaknya suku yang mendiami negara Madinah 
dinominasi oleh bangsa Arab (bani Aus, bani Khasraj, bani Sa’idah, bani 
Najjar, a’idah, bani Najjar, dan sebagainya) dan banga Yahudi (bani 
Qainuqa’, bani Nadhir, dan bani Quraizahat). Dari keberagaman ini 
menimbulkan konflik dalam masyarakat berupa perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan kekacauan dalam tatanan politik hal ini disebabkan karena 
tidak adanya pemimpin atau pedoman yang dapat dijadikan panutan dalam 
mancapai suatu tujuan. 
2. Kondisi sosial kemasyarakatan di Madinah cenderung bersifat heterogen, 
sehingga rentan terhadap konflik. Oleh karena itu Piagam Madinah lahir 
untuk meredam konflik tersebut, selain itu Piagam Madinah mampu 
mengatur dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bernaung di 
bawahnya. 
3. Nilai-nilai multikultural dalam Piagam Madinah dapat dihimpun dalam 
beberapa aspek. Pertama, Piagam Madinah mengakui hak kebebasan 
beragama serta kebebasan berpendapat. Kedua, menjunjung tinnggi sikap 
toleran terhadap pluralitas suku, agama dan ras. Tiga, Piagam Madinah 
memberikan persamaan asasi berupa persamaan dalam hak dan kewajiban 
bagi kaum muslim dan non-muslim dalam bidang sosial dan politik, serta 
mampu memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terkait di dalamnya. 
B. Implikasi  
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1. Kepada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan kajian dan diskusi akademik tentang unsur-
unsur multikultural yang terdapat dalam Piagam Madinah. 
2. Kepada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, sebagai bahan referensi 
dan acuan untuk mengetahui kondisi masyarakat Madinah yang 
beragam sebelum dan setelah terbentuknya Piagam Madinah, sejarah 
terbentuknya Piagam Madinah dan nilai multikultural yang terkandung 
dalam Piagam Madinah terhadap masyarakat yang bercorak heterogen 
di negara Madinah. 
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TEKS PIAGAM MADINAH 47 PASAL 
MUKADDIMAH 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.  
Ini adalah Piagam dari Muhammad. Nabi saw di antara kaum mukminin 
dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti 
mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama.  
I. PEMBENTUKAN UMMAH 
Pasal 1 
Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (umah), bebas dari 
(pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya. 
II. HAK ASASI MANUSIA 
Pasal 2 
 Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-
membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan 
tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 
Pasal 3 
1. Banu ‘Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, tanggung-
menanggung uang tebusan darah. 
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama uang tebusan 
dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman 
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Pasal 4 
1. Banu Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, tanggung-
menanggung uang tebusan darah. 
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama uang tebusan 
dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman 
Pasal 5 
1. Banu Al-Harts, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, tanggung-
menanggung uang tebusan darah. 
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama uang tebusan 
dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. 
Pasal 6 
1. Banu Jusyam (dari Yastrib), sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, 
tanggung-menanggung uang tebusan darah. 
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama uang tebusan 
dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman 
Pasal 7 
1. Banu Najjar (dari Yastrib), sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, 
tanggung-menanggung uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 
2. Dan setiap keluarga (thaifah) dari mereka membayar bersama uang 
tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. 
Pasal 8 
1. Banu Amr bin Auf (dari Yastrib), sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka, tanggung-menanggung uang tebusan darah (diyat) di antara 
mereka. 
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2. Dan setiap keluarga (thaifah) dari mereka membayar bersama uang 
tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. 
Pasal 9 
1. Banu An-Nabit (dari Yastrib), sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, 
tanggung-menanggung uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 
2. Dan setiap keluarga (thaifah) dari mereka membayar bersama uang 
tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. 
Pasal 10 
1. Banu Amr bin Auf (dari Yastrib), sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka, tanggung-menanggung uang tebusan darah (diyat) di antara 
mereka. 
2. Dan setiap keluarga (thaifah) dari mereka membayar bersama uang 
tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. 
III. PERSATUAN SEAGAMA 
Pasal 11 
Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung 
jawabnya untuk memberi subangan bagi orang-orang yang berutang karena 
membayar uang tebusan darah dengan baik dan adil di kalangan orang-orang 
beriman. 
Pasal 12 
Tidak seorangpun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat 
persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa 
persetujuan terlebih dahulu darinya. 
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Pasal 13 
1. Segenap orang-orang beriman yang bertakwa harus menentang setiap 
orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, 
permusuhan atau pengacuan dikalangan masyarakat  orang-orang yang 
beriman. 
2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah 
merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka 
sendiri. 
Pasal 14 
1. Tidak diperkenankan seorang yang beriman membunuh seorang 
beriman lainnya lantaran seorang yang tidak beriman. 
2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membunuh seorang 
yang kafir untuk melawan orang beriman lainnya. 
Pasal 15 
1. Jaminan Allah adalah satu dan nyata, melindungi nasib rang-orang 
yang lemah. 
2. Segenap orang yang beriman harus jamin-manjamin dan setia kawan 
sesama mereka dari pada  (gangguan) manusia lainnya. 
IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA 
Pasal 16 
Bahwa kaum bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak 
mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak 
boleh diasingkan dari pergaulan umum. 
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Pasal 17 
1. Perdamaian dari orang yang beriman adalah satu. 
2. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat 
perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu 
perjanjian di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di 
antara mereka. 
Pasal 18 
Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan 
terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antar segenap golongan. 
Pasal 19 
1. Segenap rang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas 
tiap-tiap darah yang tumapah di jalan Allah. 
2. Setiap orang beriman yang bertakwa harus berteguh hati jalan yang 
baik dan kuat. 
Pasal 20 
1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman 
(musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy tidaklah 
diakui. 
2. Campur tangan apapun tidaklah diizinkan atas kerugiannya seorang 
yang beriman. 
Pasal 21 
1. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cukup 
bukti atas perbuatannya, harus dihukum mati atasnya, kecuali kalau 
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wali (keluarga yang berhak) dari sikorban bersedia dan rela menerima 
ganti kerugian. 
2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan 
itu dan tidak diizinkan selain dari pada menghukum kejahatan itu. 
Pasal 22 
1. Tidak dibenarkan bagi seorang yang beriman, yang mengakui piagam 
ini dan percaya kepada Allah dan hari Kiamat untuk membantu orang-
orang yang salah dan memberi tempat kediaman baginya.  
2. Tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya, dan 
siapa saja yang menolongnya atau melindunginya, maka dia akan 
mendapat laknat dan murka Allah pada hari Kiamat dan tidak ada 
suatu tebusan pun yang dapat diterima. 
Pasal 23 
Apabila timbul perbedaan pendapat diantara kamu dalam suatu soal, 
kembalikanlah penyelesaiannya kepada (hukum) Allah dan (keputusan) 
Muhammad. 
V. GOLONGAN MINORITAS 
Pasal 24 
Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan 
kaum beriman, selama negara dalam peperangan. 
Pasal 25 
1. Kaum Yahudi dari suku bani Aufadalah satu bangsa-negara (ummah) 
dengan warga yang beriman. 
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2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum 
mslimin bebas memeluk agama mereka. 
3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut sekutu-sekutu 
mereka, dan diri mereka sendiri. 
4. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang 
menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya. 
Pasal 26 
Kaum Yahudi bani Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari bani 
Auf diatas. 
Pasal 27 
Kaum Yahudi bani Al-Harrats diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari 
bani Auf 
Pasal 28 
Kaum Yahudi bani Sa’idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari 
bani Auf 
 
Pasal 29 
Kaum Yahudi bani Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari 
bani Auf 
Pasal 30 
Kaum Yahudi bani Aus diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari bani 
Auf. 
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Pasal 31 
1. Kaum Yahudi bani Tsa’labah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi 
dari bani Auf. 
2. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran 
dari pengacauan atau kejahatannya itu menimpa dirinya dan 
keluarganya. 
Pasal 32 
Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari bani Tsa’labah, 
diperlakukan sama seperti bani Tsa’labah. 
Pasal 33 
1. Bani Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari bani 
Auf. 
2. Skap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan. 
Pasal 34 
Pengikut-pengikut bani Tsa’labah diperlakukan sama seperti bani 
Tsa’labah. 
Pasal 35 
Segala pegawai dan pembela kaum Yahudi diperlakukan sama seperti 
kaum Yahudi. 
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VI. TUGAS WARGA NEGARA 
Pasal 36 
1. Tidak seorangpun warga negara dibolehkan bertindak ke luar tanpa 
seizin Muhammad saw.  
2. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang 
dilakukan orang kepadanya. 
3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa 
dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. 
4. Tuhan melindungi orang-orang yang setia pada perlindungan ini. 
Pasal 37 
1. Kaum Yahudi memikul biaya negara, seperti halnya kaum muslimin 
memikul biaya negara. 
2. Diantara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin 
pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi 
setiap peserta dari piagam ini. 
3. Di antara mereka harus terdapat nasehat-menasehati dan berbuat 
kebajukan, dan menjauhi segala dosa. 
4. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan 
yang dibuat sahabat sekutunya. 
5. Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada 
orang/golongan yang teraniaya. 
Pasal 38 
Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warga negara 
yang beriman selama peperangan  masih terjadi. 
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VII. MELINDUNGI NEGARA 
Pasal 39 
Kota Yastrib, ibu kota negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh 
setiap peserta piagam ini. 
Pasal 40 
Segala tetangga yang berdampingan rumah harus diperlakukan seperti diri 
sendiri, tidak boleh diganggu ketentramannya, dan tidak diperlakukan salah. 
Pasal 41 
Tidak seorangpun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau 
kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya. 
VIII. PIMPINAN NEGARA 
Pasal 42 
1. Setiap kali terjadi peristiwa di antara peserta piagam ini, atau terjadi 
pertengkaran, harus segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya 
menurut (hukum) Allah dan (kebijaksaan) utusannya Muhammad saw. 
2. Allah berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia 
padanya. 
Pasal 43 
Quraisy (musuh) tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang 
membantu mereka 
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Pasal 44 
Dikalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk 
menentang setiap agresor terhadap kota Yastrib 
IX. POLITIK PERDAMAIAN 
Pasal 45 
1. Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) mambuat perjanjian 
damai, mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian 
damai. 
2. Setiap kali ada ajakan perdamaian seperti demikian, kaum yang 
beriman harus malakukannya, kecuali terhadap orang/negara yang 
menunjukan permusuhan terhadap agama (Islam). 
3. Kewajiban atas semua warga negara mengambil bagian dari pihak 
mereka untuk perdamaian itu. 
Pasal 46 
1. Kaum Yahudi dari Aus dan segala sekutu serta simpatisan mereka 
mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk 
kebaikan (perdamaian) itu. 
2. Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala 
kesalahan. 
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X. PENUTUP 
Pasal 47 
1. Setiap orang (warga negara) yang berusaha, segala usahanya atas 
dirinya. 
2. Allah menyertai segala peserta dari piagam ini yang menjalankannya 
dengan jujur dan sebaik-baiknya. 
3. Tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-
orang yang zalim dan bersalah. 
4. (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman. 
5. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-rang zalim 
dan berbuat salah. 
6. Allah melindungi orang (warga negara) yang baik dan bersikap takwa 
(waspada). 
7. Dan (ahkhirnya) Muhammad adalah pesuruh Allah, semoga Allah 
mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya. 
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TEKS PIAGAM MADINAH 72 PASAL 
Bismillahi Arrahman Arrahim atau dengan menyebut Nama Allah Yang 
Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 
1. Ini merupakan dokumen dari Muhammad Sang Nabi saw, yang 
mengatur hubungan antar pemeluk keyakinan Islam maupun mereka 
yang tidak memeluk Islam, mereka yang dari etnik Quraisy (Muhajirin) 
maupun dari Madinah (Anshar), dan para pengikut mereka maupun 
yang bekerja pada mereka. 
2. Mereka merupakan satu ummah (umat atau bangsa) di tengah-tengah 
seluruh umat manusia. 
3. Kaum Muhajirin dari etnik Quraisy, sebagai pendatang baru dalam 
masyarakat mukminin (Islam), harus menyesuaikan diri dalam 
kehidupan masyarakat baru, atas kebaikan dan pertolongan kaum 
Anshar di Madinah sebagai sesama kaum mukmunin. 
4. Warga kabilah bani Awf, dari Madinah, harus menyesuaikan diri dalam 
masyarakat baru kaum mukminin, dengan penuh keikhlasan dan 
keadilan, dengan membayar jaminan kepada negara. 
5. Demikian juga dengan warga bani Haris dan al-Khazraj, harus 
memasuki masyarakat baru (mukminin), dengan penuh keikhlasan dan 
keadilan, setelah membayar uang perlindungan kepada negara. 
6. Dan warga bani saidah, harus menyesuaikan dalam masyarakat baru 
(mukminin) dengan penuh keikhlasan dan keadilan, setelah membayar 
uang perlindungan kepada negara. 
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7. Dan warga Jusham, harus menyesuaikan diri dalam masyarakat baru 
(Islam), dengan penuh keikhlasan dan keadilan, setelah membayar uang 
perlindungan kepada negara. 
8. Warga bani Al-Najjar (Najron) harus menyesuaikan diri dalam 
masyarakat baru (mukminin), dengan penuh keikhlasan dan keadilan, 
setelah membayar uang perlindungan kepada negara. 
9. Warga bani Amr bin Awf, harus menyesuaikan dalam masyarakat baru 
(mukminin), dengan penuh keikhlasan dan keadilan, setelah membayar 
uang perlindungan kepada negara. 
10. Warga bani al-Nabit, harus menyesuaikan diri dengan masyarakat baru 
(mukminin) dengan penuh keikhlasan dan keadilan, setelah membayar 
uang perlindungan kepada negara. 
11. Warga bani al-Aus, harus menyesuaikan diri dalam masyarakat baru 
(mukminin) dengan penuh keikhlasan dan keadilan, setelah membayar 
uang perlindungan kepada negara. 
12. (a) kaum mukminin tidak membiarkan seorang pun meninggalkan 
keyakinan (baru) Islam, tanpa uang tebusan atau perlindungan. 
(b) sesama kaum mukminin tidak diperkenankan bermusuhan satu sama 
lain. 
13. Kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah senantiasa siap 
menghadapi setiap perlawanan dan pembangkangan atau pengingkaran 
terhadap sesama mukminin. Mereka siap menghadapi mereka, meski 
kebetulan adalah anak sesama mereka sendiri. 
14. Seorang mukminin tidak akan membunuh mukmin hanya karena 
mereka menolong atau berteman denga kaum kafir. 
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15. Perlindungan Allah adalah satu, setiap mukmin harus melindungi 
siapapun. Setiap mukmin adalah pengawal atau pelindung bagi sesama 
umat. 
16. Warga Yahudi yang mau bergabung dengan kami berhak mendapatkan 
bantuan dan kesamaan hak. Mereka tidak akan disalahkan dan tidak pula 
dianggap sebagai musuh. 
17. Damai bagi masyarakat mukmin tidak dibedakan. Mereka yang 
berjuang di jalan Allah mendapat jaminan damai yang sama. 
18. Para pembangkang yang mengangkat senjata akan mendapat perlakuan 
khusus. 
19. Kaum mukmin akan menuntut balas atas darah yang tumpah dalam 
perang di jalan Allah. 
20. (a) Kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah menikmati 
perlindungan dan bimbingan Allah. 
(b) Tidak seorangpun penduduk Madinah yang penyembah berhala 
berhak mengambil alih harta maupun fisik kaum Muhajirin dibawah 
perlindungan mereka. Dan mereka tidak pula akan mengintervensi 
mereka untuk memusuhi kaum mukminin. 
21. Siapapun akan dikenai hukuman kalau membunuh seorang mukmin 
tanpa alasan yang benar, dan akan dianggap sebagai sasaran 
pembalasan, kecuali sanak saudaranya merasa puas dengan uang darah 
yang telah diterimakan atau kaum mukminin akan menuntut balas. 
22. Tak seorang mukmin pun akan dihukum kalau mengikuti aturan dalam 
dokumen ini atau beriman terhadap Allah maupun hari Akhir, yang akan 
melindungi dan menolongnya dihari itu. Siksa Allah akan ditimpakan 
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kepadanya di hari pembalasan, kalau dia melakukan dosa, tanpa ada 
peluang bagi penyesalan maupun tebusan. 
23. Bila mereka berselisih paham tentang sesuatu hal, mereka harus selalu 
merujuk pada Qur’an dan sunnah Rasul. 
24. Orang-orang Yahudi dapat ikut membantu biaya perjuangan Islam 
dengan jalan berperang di sisi kaum mukminin. Kaum Yahudi dari 
kabilah bani Awf merupakan satu komunitas dengan kaum mukminin, 
dan mereka masing-masing mendapat kemerdekaan untuk 
melaksanakan agama mereka, kecuali jika mereka bersikap tidak jujur 
dan berbuat dosa, yang berarti telah menyengsarakan diri dan keluarga. 
25. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi warga Yahudi kabilah bani al-
Najjar. 
26. Demikian juga warga Yahudi kabilah bani al-Haris terikat keturunan 
yang sama dengan yang diberlakukan bagi warga kabilah bani Awf. 
27. Ketentuan yang sama juga diberlakukan bagi warga kabilah bani Saidah. 
28. Bagi warga kabilah bani Jusham berlaku juga keturunan yang sama 
dengan yang berlaku bagi warga Yahudi bani Awf. 
29. Demikian juga warga Yahudi kabilah bani Tsalaba terikat dengan 
ketentuan yang sama. 
30. Warga Yahudi bani Aus tidak terkecuali terikat pula ketntuan dengan 
ketentuan tersebut di atas. 
31. Warga Yahudi kabilah bani Jafna, yang termasuk kabilah Tsalabah 
berlaku pula ketentuan yang bagi induk kabilahnya. 
32. Sebagai mana yang terjadi dengan kabilah Yahudi lain berlaku pula 
ketentuan yang sama pada bani Awf bagi kabilah Yahudi bani al-
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Shuaybah, dan banyak loyalitas pada negara akan menjamin mereka dari 
tindakan kekerasan. 
33. Seluruh warga kabilah bani tsalaba merupakan warga merdeka. 
34. Semua handai tulan warga Yahudi memiliki kebebasan sebagaimana 
orang Yahudi sendiri. 
35. (a) Tanpa izin dari Nabi Muhammad tidak seorangpun boleh 
meninggalkan Madinah. 
(b) Namun setiap orang berhak untuk menuntut bakas atas cedera yang 
dialami. Seseorang yang membunuh orang tanpa sebab yang sah 
diancam hukuman mati, kecuali kalau ternyata korban telah melanggar 
perintah Allah. 
36. (a) Orang Yahudi maupun orang muslim harus memelihara kekayaan 
masing-masing. Semua pihak wajib tolong-menolong sesama warga. 
Semua pihak wajib mencegah setiap tindakan kekerasan terhadap orang 
lain. Masing-masing warga wajib saling menolong dan menasehati, dan 
loyalitas pada negara menjamin perlindungan dari negara. 
(b) Seseorang harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan teman 
sekutunya. Orang yang berbuat kekeliruan harus mandapat pertolongan. 
37. Warga Yahudi harus hidup bersama dengan para mukminin cukup lama 
setelah perang usai. 
38. Yastrib akan menjadi tempat mancari perlindungan bagi seluruh warga. 
39. Orang asing yang dilindungi harus dianggap sebagai tuan rumah, 
manakala tidak berbahaya dan bukan kriminal (orang jahat). 
40. Tanpa persetujuan orang yang bersangkutan seorang tidak bisa dianggap 
sebagai orang yang dilindungi. 
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41. Kalau terjadi perbedaan paham maupun selisih pendapat yang 
cenderung menimbulkan kesulitan dalam masyarakat, harus segera 
dicarikan pemecahannya dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Allah 
akan menerima hasil musyawarah itu. 
42. Terhadap kaum Quraisy maupun sahabat Ansor tidak dikenakan 
perlindungan. 
43. Setiap kelompok harus bahu-membahu dalam membela keselamatan 
Yastrib dari serbuan asing. 
(a) Kalau dilakukan perundingan damai dan memeliharanya, mereka 
dianggap sebagai musuh. 
44. Damai bagi masyarakat mukmin tidak dibedakan. Mereka yang 
berjuang di jalan Allah mendapat jaminan damai yang sama. 
45. Para pembangkang yang mengangkat senjata akan mendapat perlakuan 
khusus. 
46. Kaum mukmini akan menuntut balas atas darah yang tumpah dalam 
perang di jalan Allah. 
47. (a) Kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah menikmati 
perlindungan dan bimbingan Allah. 
(b) Tidak seorangpun penduduk Madinah yang menyembah berhala 
berhak mengambil alih harta maupun fisik kaum muhajirin di bawah 
perlindungan mereka. Dan mereka tidak pula akan mengintervensi 
mereka untuk memusuhi kaum mukminin. 
48. Siapapun akan dikenai hukuman kalau membunuh seorang mukmin 
kecuali sanak saudaranya merasa puas dengan uang darah yang telah 
diterimakan, atau kaum mukminin akan menuntut balas. 
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49. Tak seorang mukminpun akan dihukum kalau mengikuti aturan dalam 
dokumen ini atau beriman kepada Allah maupunhari Akhir, yang akan 
melindungi dan menolongnya di hari itu. Siksa Allah akan ditimpakan 
kepadanya di hari pembalasan, kalau dia melakukan dosa, tanpa ada 
peluang bagi penyesalan maupun tebusan. 
50. Bila mereka berselisih paham tentang sesuatu hal, mereka harus selalu 
merujuk pada Qur’an dan sunah Rasul. 
51. Orang-orang Yahudi dapat ikut membantu baiaya perjuangan Islam 
dengan jalan berperang disisi kaum mukminin. Kaum Yahudi dari 
kabilah bani Awf merupakan satu komunitas dengan kaum mukminin, 
dan mereka masing-masing mendapat kemerdekaan untuk 
melaksanakan agama mereka, kecuali mereka bersikap tidak jujur dan 
berbuat dosa, yang berarti telah menyengsarakan diri dan keluarga. 
52. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi warga Yahudi kabilah bani al-
Najjar. 
53. Demikian juga warga Yahudi kabilah bani al-Haris terikat ketentuan 
yang sama dengan yang diberlakukan bagi warga kabilah bani Awf. 
54. Ketentuan yang sama juga dibrlakukan bagi warga kabilah bani Saidah. 
55. Bagi warga kabilah bani Jusham berlaku juga ketentuan yang sama 
dengan yang berlaku bagi warga Yahudi bani Awf. 
56. Demikian juga warga Yahudi kabilah bani Tsalaba terikat dengan 
ketentuan yang sama. 
57. Warga Yahudi kabilah bani Aus tidak terkecuali terikat pula dengan 
ketentuan tersebut di atas. 
58. Dan bagi warga bani Jafna, yang termasuk kabilah bani Tsalaba, berlaku 
pula ketentuan yang bagi induk kabilahnya. 
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59. Sebagaimana yang terjadi dengan warga kabilah Yahudi lain berlaku 
pula ketentuan yang sama pada bani Awf bagi kabilah Yahudi bani al-
Shuaybah, dan bahwa loyalitas pada negara akan menjamin mereka dari 
tindakan kekerasan. 
60. Seluruh warga kabilah bani Tsalaba merupakan warga merdeka. 
61. Semua handai taulan warga Yahudi memiliki kebebasan sebagaimana 
orang Yahudi sendiri. 
62. (a) Tanpa izin dari Nabi Muhammad tidak seoranpun boleh 
meninggalkan Madinah. 
(.b) Namun setiap orang berhak untuk menuntut balas atas cedera yang 
dialami. Seseorang yang membunuh orang tanpa sebab yang sah 
diancam hukum mati, kecuali kalau ternyata korban telah melanggar 
perintah Allah. 
63. (a) Orabg Yahudi maupun orang muslim harus memelihara kekayaan 
masing-masing. Semua pihak wajib tolong-menolong sesama warga. 
Semua pihak wajib mencegah setiap tindak kekerasan terhadap orang 
lain. Masing-masing warga wajib saling menolong dan menasehati, dan 
loyalitas pada negara menjamin perlindungan dari negara. 
(b.) Seseorang harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan teman 
sekutunya. Orang yang berbuat kekeliruan harus mendapat pertolongan. 
64. Warga Yahudi harus hidup bersama dengan para mukminin cukup lama 
setelah perang usai. 
65. Yastrib akan menjadi tempat mencari perlindungan bagi seluruh warga 
. 
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66. Orang asing yang dilindungi harus dianggap sebagai tuan rumah, 
manakala tidak berbahaya dan bukan kriminal (orang jahat). 
67. Tanpa persetujuan orang bersangkutan seseorang tidak bisa dianggap 
sebagai orang yang dilindungi. 
68. Kalau terjadi perbedaan paham maupun selisih pendapat yang 
cenderung menimbulkan kesulitan dalam masyarakat, harus segera 
dicarikan pemecahnya dengan Kitabullah dan sunnah Nabi. Allah 
menerima hasil musyawarah itu. 
69. Terhadap kaum Quraisy maupun sahabat Ansor tidak dikenakan 
perlindungan. 
70. Setiap kelompok harus bahu membahu dalam membela keselamatan 
Yastrib dari serbuan asing. 
(a) Kalau dilakukan perlindungan damai dan memeliharanya, mereka 
harus menyetujui, demikan pula sebaliknya. 
(b) Setiap orang memiliki hak sosial seimbang dengan kepemilikan 
mereka. 
71. Warga Yahudi dari kabilah bani ‘Aus beserta budak mereka, memiliki 
kedudukan dan loyalitas yang sama dengan kaum mukminin. Loyalitas 
merupakan jaminan perlindungan atas keamanan. Tuntutan atas 
sesuatau sebetulnya ditujukan pada diri mereka sendiri. 
72. Konstitusi ini tidak melindungi mereka yang angkara murka dan pelaku 
dosa. Mereka yang berjuang di jalan Allah maupun yang tetap tinggal di 
Madinah tetap aman kecuali kalau mereka bersikap tidak adil serta 
melakukan perbuatan dosa. Allah Maha Pelindung atas mereka yang 
bertakwa dan suka berbuat baik, dan Nabi Muhammad adalah Rasul 
utusan Allah. 
  
108 
 
 
 
           
           
           
           
          
109 
 
 
 
 
  
110 
 
 
 
 
  
111 
 
 
 
 
  
112 
 
 
 
 
  
113 
 
 
 
 
  
114 
 
 
 
 
RIWAYAT HIDUP 
 St. Jabal Rahmah, lahir pada tanggal 17 November 
1995 di Tappina tepatnya di Polewali Mandar, Sulawesi 
Barat. Penulis merupakan anak pertama dari empat 
bersaudara dari pasangan Abd. Rahman dan Harmiah. 
Riwayat pendidikan penulis yaitu penulis memulai  
pendidikan formal pada tahun 2002 di SD Negeri 031 Mirring dan berhasil 
menyelesaikan Sekolah Dasar pada tahun 2008, setelah tamat dari SD penulis 
melanjutkan pendidikan ke MTs DDI Lil-Banat Parepare dan tamat pada tahun 
2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI 
Lil-Banat Parepare pada jurusan IPS dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada 
tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar 
sebagai mahasiswa Universitas Islam Nageri Alauddin Makassar pada Fakultas 
Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam melalui jalur 
mandiri. 
 
           
           
           
           
           
           
   
 
